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RINGKASAN EKSEKUTIF

RN TR

Jakarta sedang mengalami krisis polusi udara yang berkepanjangan, yang terutama
disebabkan oleh transportasi bermotor, pembakaran sampah terbuka, dan emisi
industri. Untuk mengatasinya, diperlukan penerapan Kawasan Rendah Emisi (KRE)
atau Low Emission Zone (LEZ) yang komprehensif, baik melalui penerapan standar
emisi maupun partisipasi masyarakat dalam menciptakan solusi bersama. Konsep KRE
ini telah diterapkan di berbagai kota di dunia seperti London, Seoul, dan Singapura,
dan terbukti efektif dalam mengurangi polusi udara, menekan emisi kendaraan, serta
mendorong penggunaan transportasi yang lebih bersih. Dalam konteks laporan ini,
pendekatan KRE di Jakarta mencerminkan strategi ganda, yaitu mengurangi emisi dari
sumbertetap dansumberbergerak sertamengintegrasikan pengendalianpolusiudara
dan penurunan gasrumah kaca dalam satu kerangka kebijakan.

Untukmendukungtransisikebijakantersebut,PopulixdanVitalStrategiesmelaksanakan
duafasepenelitiandibawahinisiatif Breathe Cities diJakarta, yangjugadikenal sebagai
Breathe Jakarta. Fase pertama berupa survei persepsi yang dilakukan pada tahun
2024 terhadap 800 responden di seluruh wilayah Jakarta dengan tujuan memperoleh
pandangan dasar masyarakat. Fase kedua merupakan studi dampak distribusional
yang dilaksanakan pada tahun 2025 di sepuluh kelurahan yang ditetapkan sebagai
area studi praktik rendah emisi dan melibatkan 622 warga. Fase ini menelaah dinamika
komunitas, tantangan, serta kesenjangan dampak KRE di antara kelompok sosial
ekonomi dan kelompok berisiko tinggi, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan
pekerjaluarruang.

Laporan ini memadukan temuan dari dua fase penelitian untuk memberikan analisis
berbasis keadilan terhadap transisi Jakarta menuju penerapan Kawasan Rendah
Emisi (KRE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta memiliki tingkat
kekhawatiran yang tinggi terhadap polusi udara dan dukungan kuat terhadap inisiatif
udara bersih seperti KRE. Namun, kesadaran tersebut belum sepenuhnya terwujud
dalam perilaku perlindungan yang konsisten karena keterbatasan akses terhadap
transportasi umum, fasilitas pengelolaan sampah, dan ruang terbuka hijau. Komunitas
yang paling berisiko terhadap dampak polusiudarajustrumenanggung bebanpaparan
terbesar sekaligus menghadapihambatan terbesaruntuk beradaptasi.
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Meskipun sebagian besar warga mendukung kebijakan udara bersih, banyak yang
masih belum memahami mekanismenya dan merasa kurang dilibatkan dalam proses
kebijakan. Kondisi ini menegaskan pentingnya saluran komunikasi interpersonal untuk
menjembatani kesenjangan tersebut. Ketua RT/RW dan grup WhatsApp di tingkat
lingkungan menjadi sumber informasi yang paling dipercaya karena kedekatan dan
interaksi langsung dengan warga, sementara saluran komunikasi formal atau digital
masih terbatas jangkauannya.

Temuan ini menyoroti perlunya komunikasi yang inklusif, dukungan infrastruktur, dan
penegakan kebijakan yang adil agar udara bersih dapat dirasakan dalam kehidupan
sehari-hari. Pendekatan berbasis perilaku yang digunakan dalam penelitian ini juga
membantu memantau perubahan perilaku masyarakat dan mengidentifikasi area
prioritas untukintervensiyang lebih efektif menuju Jakarta yanglebih bersih dan sehat.
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DAFTARISTILAH

PolusiUdara

PM2.5

KRE (Kawasan
Rendah Emisi)

PL2SE (Pembatasan
LaluLintas Secara
Elektronik)

TPS (Tempat Penampungan
Sementara)

ProKlim (Program
Kampung lklim)

RT/RW (Rukun Tetangga/
Rukun Warga)

Kelompok Penduduk yang
Berisiko Tinggi Terkena
Dampak Polusi Udara

Pembakaran Sampah
Terbuka

Konektivitas
Pertama/Terakhir

Kapasitas
Adaptif

Kehadiran zat berbahaya di udara, termasuk partikel halus (PM2.5),
oksida nitrogen (NOx), dan polutan lain yang berdampak pada
kesehatan.

Partikel halus dengan diameter 2,5 mikron atau lebih kecil. Partikel
ini dapat menembus jauh ke dalam paru-paru dan aliran darah,
menimbulkanrisiko kesehatan yang serius.

Wilayah, jaringan jalan, dan/atau segmen jalan yang dirancang untuk
mengurangipolusiudara danemisigasrumahkaca.

Sistem tarif kemacetan di mana kendaraan dikenakan biaya saat
memasuki wilayah tertentu pada jam sibuk, digunakan untuk

mengurangi kemacetan dantingkat polusi.

Titik pengumpulan sampah sementara di kawasan perkotaan, dimana
wargamembuangsampahrumahtanggasebelumdiangkut ke fasilitas
yanglebihbesar.

Inisiatif pemerintah yang dipimpin oleh Badan Lingkungan Hidup
(DLH) untuk mempromosikan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan

iklimberbasis komunitas.

Unit pemerintahanlokal terkecil dilndonesia, bertanggungjawab atas

koordinasi dan komunikasitingkat lingkungan.

Kelompokyanglebihrentanterhadap polusiudaraataukurangmampu
beradaptasi, termasuk orang lanjut usia, penyandang disabilitas,
pekerja diluarruangan, dan penduduk rumah tangga berpendapatan
rendah.

Praktik membakar sampah rumah tangga atau komunitas di ruang
terbuka, yang secara signifikan berkontribusi pada polusi udara lokal
danrisiko kesehatan.

Kemudahan akses antaratitik awal atau tujuan akhir seseorang dengan

layanan transportasiumum terdekat.

Kemampuanindividuataukomunitasuntuk meresponsdanmengatasi
bahaya lingkungan, seperti polusi, melalui cara-cara perilaku atau

struktural.



Dinas Lingkungan
Hidup (DLH)

Dinas Perhubungan
(Dishub)

Kantor Kelurahan dan
Kecamatan

RT/RW (Unit
Masyarakat)

PKK (Gerakan
Kesejahteraan Keluarga)

Karang Taruna (Organisasi

Pemuda)

BPS

UMKM

Pengemudi Ojek

B3 (Bahan Berbahaya
dan Beracun)
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Lembaga pemerintah provinsi yang bertanggung jawab atas
pengelolaan lingkungan. Memimpin koordinasi komponen
lingkungan, termasuk pemantauan kualitas udara, komunikasi publik
tentangrisiko polusi, danintegrasi ProKlim.

Lembaga pemerintah provinsi yang bertanggung jawab atas regulasi
dan penegakan akses kendaraan di kawasan KRE, pengujian emisi,
manajemen lalu lintas, dan pengembangan sistem mobilitas beremisi

rendah.

Unit administrasi pemerintah daerah yang bertindak sebagai
pemerintah terdepan; mereka memfasilitasi sosialisasi,
komunitas (RT/RW), dan

mengoordinasikan pertemuan

mengumpulkan masukan dariwarga.

Struktur tata kelola berbasis komunitas lokal (asosiasi lingkungan
dan komunitas). Bertindak sebagai komunikator lokal utama,
penyelenggarapertemuanwarga, danpenggerak kampanye publik di
tingkat lingkungan.

Organisasi berbasis komunitas yang didukung oleh pemerintah
daerah, menggerakkan perempuan dan keluarga dalam kegiatan
kesadaran lingkungan dan kesehatan. Sering memimpin kampanye
pemilahan sampah dan gaya hidup bersih.

Organisasi pemuda masyarakat sipil yang aktif di tingkat kelurahan.
Melibatkan pemuda lokal dalam pendidikan lingkungan, kegiatan
pembersihan, dan penyuluhan tentang Kawasan Rendah Emisi (KRE),

terutama ditingkat masyarakat lokal.

Badan Pusat Statistik Indonesia, yang bertanggung jawab
mengumpulkan dan menerbitkan data statistik nasional, termasuk
demografi, indikator sosial-ekonomi, dan statistik lingkungan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Usaha-usaha
inimenjaditulang punggung ekonomidan mencakup pedagangkecil,

penyediajasa, danprodusen.

Pengemudi ojek motor, yang beroperasi secara mandiri atau melalui
aplikasipemesananojek(sepertiGojekatauGrab). Merekamerupakan
segmenutama pekerja sektorinformal diJakarta dan sangat terpapar
polusiudara akibat waktuyanglamadijalan.

Bahan Berbahaya dan Beracun, sebagaimana didefinisikan dalam
peraturan Indonesia. Merujuk pada bahan yang menimbulkan risiko bagi
kesehatan manusia atau lingkungan dan memerlukan penanganan serta

pembuangan khusus.
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Latar Belakang
dan Tujuan

1.1 Latar Belakang

Jakarta menghadapi krisis polusi udara yang terus memburuk dan mengancam
kesehatan, produktivitas, serta kesejahteraan lebih dari10 juta penduduknya. Sebagai
kota metropolitanyang berkembang pesat, Jakarta secara konsisten mencatat tingkat
kualitas udara yang jauh melampaui ambang batas aman. Konsentrasi partikulat halus
(PM2.5)kerap mencapailebih darienamkalilipat pedoman OrganisasiKesehatanDunia
(WHO) sebesar 5 ug/m3. Kondisiini memburuk pada musim kemarau (Juni-September)
ketika aktivitaskendaraanmeningkat,udaramenjadistagnan,danpembakaransampah
terbuka sering terjadi sehingga memiculonjakan polusi.

Grafik 1. Rata-rata Tahunan Tingkat PM2.5 di Jakarta vs. Pedoman WHO

2019 Jakarta PM2.5 49.45ug/m3

WHO Annual Guideline 5ug/m3
Sumber: Pedoman Tahunan IQAir dan WHO

Dampak kesehatan akibat paparan jangka panjang terhadap PM2.5 sudah banyak
dibuktikan. Polusi udara meningkatkan risiko penyakit pernapasan, gangguan
kardiovaskular, dan kematian dini. Kelompok tertentu menghadapi risiko yang lebih
besar. Anak-anak lebih rentan karena paru-paru dan sistem imun mereka masih
berkembang, sementara lansia menghadapi risiko lebih tinggi akibat penyakit kronis
dan penurunan fungsi pernapasan (WHQO, 2021; HEI, 2020). Pekerja luar ruang terpapar
lebihlamakarenaberaktivitas dilingkungan terbuka, dan penyandang disabilitas sering
kali kesulitan mengakses infrastruktur pelindung, seperti alat penyaring udara atau

ruang publik hijau yang ramah bagi mereka.
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Kajiansource apportionmentyangdilakukanoleh Vital Strategies danInstitut Teknologi
Bandung (ITB, 2022) menunjukkan bahwa kendaraan bermotor berkontribusi antara 32
hingga57persenterhadapkonsentrasiPM2.5ambiendilJakarta,menjadikannyasumber
polusi terbesar di kota ini. Selain transportasi, pembakaran bahan bakar pada rumah
tangga dan industri kecil, terutama di kawasan padat dan informal, juga menghasilkan
emisi tambahan dari penggunaan kayu, batu bara, dan solar. Pembakaran sampah
terbuka di area dengan layanan pengelolaan sampah terbatas memperparah kondisi
udara, sementara debu konstruksi, partikel jalan, dan polusi yang terbawa dari wilayah
sekitar turut memperburuk kualitas udara Jakarta.

Dampak polusi udara juga tidak dirasakan secara merata. Komunitas berpenghasilan
rendah, terutama di Jakarta Utara dan Jakarta Barat, sering terpapar kombinasi polusi
darilalulintas padat, kegiatanindustri,dan pembakaran terbuka. Sementaraitu, wilayah
berpendapatan menengah ke atas umumnya memiliki tutupan vegetasi lebih baik,
infrastruktur lebih bersih, serta akses yang lebih besar terhadap sarana perlindungan.
Namun, data kualitas udara menunjukkan bahwa wilayah seperti Jakarta Selatan pun
tidak sepenuhnya bebas dari risiko tinggi karena pengaruh polusi yang terbawa dari
wilayah lain. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa permasalahan polusi udara bukan
hanya isu kesehatan masyarakat, tetapi juga isu keadilan lingkungan. Mereka yang
paling sedikit berkontribusi terhadap emisi justru sering kali menjadi kelompok yang
paling terdampak dan memiliki sumber daya paling terbatas untuk beradaptasi.

1.2 Kebijakan dan Konteks Publik Jakarta

Sebagairespons terhadap tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah
meluncurkan berbagai kebijakan lingkungan, dengan Kawasan Rendah Emisi (KRE)
sebagaisalah satuinstrumenutama untuk menurunkan tingkat polusiudara perkotaan.
KRE pertama kali diterapkan di kawasan Kota Tua pada tahun 2021. Pada tahap awal,
kebijakan ini berfokus pada peningkatan aksesibilitas pejalan kaki di lima ruas jalan di
sekitar Taman Fatahillah serta kemudahan akses ke transportasi umum. Namun, tahap
percontohan ini belum mencakup pembatasan kendaraan berdasarkan uji emisi,
sehingga lebih berfungsi sebagai proyek pedestrianisasi daripada penerapan penuh
KRE (ITDP, 2024).

Pengalaman awal ini menunjukkan perlunya kerangka KRE yang lebih komprehensif
yang tidak hanya membatasi pergerakan kendaraan, tetapi juga menggabungkan
kepatuhan terhadap standar emisi dengan upaya kolaboratif di tingkat masyarakat.
Pendekatanini bertujuan mencapai dua sasaran utama, yaitu menurunkan polusi udara

sekaligus mengurangi emisi gasrumah kaca.
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Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi DKl Jakarta mengembangkan rencana
implementasi KRE sebagai kerangka terintegrasi untuk perbaikan kualitas udara.
Berbeda dari tahap awal, rencana implementasi ini mencakup berbagai sektor dan
menekankan pentingnya partisipasi masyarakat. Komponen utamanya meliputi:

e Peningkatan sistem pengelolaan sampah untuk mengurangi pembakaran
terbuka.

e Perluasanruangterbuka hijau (RTH) dilingkungan permukiman.
o Edukasidankampanye perubahan perilaku berbasis komunitas.

e Dukungan terhadap adopsi energi bersih di tingkat rumah tangga dan
lingkungan.

Rencana implementasi Kawasan Rendah Emisi diperkenalkan di 10 kecamatan yang
ditetapkan sebagai wilayah studi, yang dipilih untuk mencerminkan tingkat paparan
yang tinggi, keragaman sosio-ekonomi, dan relevansi untuk implementasi kebijakan
di masa depan. Pemilihan lokasi juga mempertimbangkan keberadaan inisiatif
lingkungan berbasis masyarakat, keseimbangan wilayah di lima kota administratif
Jakarta, serta proporsi kelompok masyarakat berisiko tinggi seperti lansia,
penyandang disabilitas, dan pekerja luar ruang. Pelaksanaan di lapangan dilakukan
melalui koordinasi antara kantor kelurahan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas
Perhubungan (Dishub), serta kelompok masyarakat seperti RT/RW, PKK, dan Karang
Taruna. Di beberapa wilayah, kegiatan KRE berjalan seiring dengan Program Kampung
Iklim (ProKlim) yang diinisiasi oleh DLH sebagai platform aksi lingkungan berbasis
masyarakat.

Kini KRE dibedakan dari orientasinya yang berfokus pada keadilan. Kerangka kerja ini
dirancang dengan pemahaman bahwa tidak semua komunitas memiliki kapasitas yang
sama untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Untuk mencapai kesuksesan
memerlukan lebih dari sekadar penegakan hukum; yaitu membutuhkan infrastruktur
yangmemfasilitasi,alternatifyangterjangkau,danstrategikomunikasiyangdisesuaikan
dengan realitas lingkungan di Jakarta yang paling terdampak. Dengan kata lain, udara
yang lebih bersih harus menjadi barang publik yang dapat diakses oleh semua orang,
bukan hakistimewa bagi segelintirorang.

Untuk mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti, dua fase penelitian
dilaksanakan sebagai bagian dari studi ini. Fase pertama, yaitu Survei Persepsi
(2024), mengumpulkan data tentang kesadaran publik, pola perilaku, dan tingkat
penerimaan terhadap kebijakan udara bersih di tingkat kota. Fase kedua, yaitu Studi
Dampak Distribusional (2025), berfokus pada penerapan praktik udara bersih di
tingkat lokal yang menjadi dasar pengembangan strategi KRE yang lebih luas. Kedua
fase penelitian ini memberikan fondasi analitis untuk menilai efektivitas pendekatan
KRE dan merancang kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat Jakarta.
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1.3 Tujuan Studi

Penelitian ini bertujuan menyediakan dasar bukti yang kuat untuk mendukung
pengembangan, komunikasi, dan penyelarasan masyarakat terhadap penerapan

Kawasan Rendah Emisi (KRE) di Jakarta. Fokus studi ini bukan menilai efektivitas

kebijakan yang sudah berjalan, tetapi memahami bagaimana masyarakat memandang
dan mengalami polusi udara serta bagaimana mereka merespons berbagaiintervensi

yang sedang atau akan diterapkan dalam kerangka KRE.

Tujuan khusus penelitian ini meliputi:

Memahami tingkat pengetahuan, kesadaran, dan sikap masyarakat terhadap
polusi udara dan emisi gas rumah kaca, termasuk faktor penyebab utama
seperti emisi kendaraan, pembakaran sampah, dan keterbatasan ruang
terbuka hijau.

Menilai perilaku individu dan rumah tangga yang memengaruhi kualitas udara,
seperti pola perjalanan, pengelolaan sampah, penggunaan energi, dan
tindakan perlindungan kesehatan.

Menganalisis dampak polusi udara dan intervensi KRE terhadap berbagai
kelompok masyarakat, khususnya kelompok berisiko tinggi seperti lansia,
penyandang disabilitas, pekerjaluarruang, danrumah tangga berpenghasilan
rendah.

Mengeksplorasi persepsi masyarakat mengenai kelayakan dan keadilan
penerapan KRE untuk membantu merancang strategiimplementasiyanglebih
inklusif dan dapat diterima.

Menghasilkan wawasan yang mendukung perancangan strategi komunikasi
dan pelibatan masyarakat melalui identifikasi hambatan perilaku, dinamika
kepercayaan, sertakebutuhan dukungan dalammemperkuat partisipasipublik

pada transisimenuju KRE di Jakarta.
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BABII

Metodologi

2.1 Alur Studi

Penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai kajian mandiri, tetapi juga sebagai bagian
integral darirangkaianintervensiyanglebihluas untuk mengurangipolusiudara melalui
kebijakan, komunikasi, dan keterlibatan masyarakat. Dua fase survei dirancang untuk
mendukung pendekatan berbasis bukti dalam program Breathe Cities di Jakarta, yang
dilaksanakan oleh Populix dan Vital Strategies.

Alur kegiatan penelitian disusun secara berurutan untuk menghasilkan data dasar,
menyesuaikan strategi komunikasi, serta mengevaluasi dampak distribusional dari
penerapan Kawasan Rendah Emisi (KRE). Secaraumum, tahapan penelitian meliputi:

Gambar 1. Alur Kegiatan

| Pre Activity (kick off) | | Pre Activity (kick off)
i Communication & Campaign | i Communication & Campaign

Formative Distributional Communication Feedback
Phase { ImpactResearch # Material *

H H : Pemilihan materi yang cocok,
(P llotmg area) : Develop ment : Concept Test bisa dilakukan

" : : 9 - ! ada sampel tertentu sebelum
Luaran: Rancangan Studli, : Luaran: Laporan Gambaran : Luaran: Materi Komunikasi dan : gilakukanpuntuk resaumlEn

Perception Survey : Pendahuluan : pendampingan berbasis hasil

Tindak Lanjut: Penyesuaian H  Tindak Lanjut: Penyesuaian baseline study

pengukuran baseline study : Materi Komunikasi dan Tindak Lanjut: Koordinasi
: Pendampingan : dengan Tim Pendampingan

> >

Communication
Activity &
Program Activity

<

Distributional Impact Study Comprehensive Report

Luaran: Laporan Studi Action: Koordinasi dengan semua tim terkait.
Mendapatkan gambaran komprehensif dari
keseluruhan aktivitas yang telah dilakukan.

o Fase formatif (2024) melalui Survei Persepsi yang menghasilkan data dasar
mengenai pengetahuan, sikap, dan praktik masyarakat terkait polusi udara
serta kesiapan terhadap kebijakan udara bersih. Hasil dari fase ini digunakan
untuk menyesuaikan materi komunikasi dan pendampingan.
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e Fase distribusional (2025) melalui Studi Dampak Distribusional di sepuluh
kelurahan percontohan KRE untuk memahami dinamika sosial, perilaku,
dan keadilan dalam penerapan kebijakan di tingkat komunitas. Fase ini juga
mencakup wawancaramendalam dengan pemimpinlokal sepertiketua RT/RW,
anggota PKK, dan perwakilan Karang Taruna guna memperkaya pemahaman
konteks sosial dantantangan lokal.

o Berdasarkan hasil kedua fase tersebut, dilakukan pengembangan dan uji coba
materi komunikasiserta kegiatan pendampingan, sebelum diimplementasikan
secaraluasdilapangan.

e Seluruh proses penelitian dan tindak lanjutnya dilakukan dalam kerangka
program Breathe Cities dan telah mendapatkan persetujuan etik dari
Vital Strategies. Semua partisipan berpartisipasi secara sukarela dengan
memberikan persetujuan (informed consent), dan data dikumpulkan dalam
bentuk anonim untuk menjaga kerahasiaanresponden.

2.2 Desain Survei dan Strategi Pengambilan Sampel (Kuantitatif)

Laporaninidisusun berdasarkan dua fase surveiberurutan yang dilakukan antara tahun
2024 dan 2025. Kedua survei tersebut dirancang untuk menggali persepsi, sikap, dan
perilaku masyarakat Jakarta terhadap polusi udara serta memahami respons mereka
terhadappenerapanKawasanRendahEmisi(KRE),yangmengintegrasikanpengurangan
polusi udara dan mitigasi gas rumah kaca. Kedua fase ini memiliki cakupan dan fokus
yang berbeda, namun saling melengkapi secara analitis. Fase 1 menggambarkan
persepsi masyarakat secaraumum diseluruh Jakarta, sedangkan Fase 2 berfokus pada
wilayah percontohan untuk memahamidinamika dan ketimpangan di tingkat lokal.

Beberapa instrumen kunci, seperti pertanyaan mengenai mobilitas harian, perilaku
pengelolaan sampah, dan kebiasaan perlindungan diri, digunakan secara konsisten
di kedua fase untuk menjaga kesetaraan data dan memungkinkan perbandingan
longitudinal.

Struktur dua fase ini memberikan pemahaman yang menyeluruh, baik pada tingkat
makro (kota secara keseluruhan) maupun mikro (komunitas), terkait bagaimana
masyarakat Jakarta memaknai kebijakan udara bersih dan bagaimana kebiasaan
mereka dipengaruhi oleh kondisi sosial sertainfrastruktur.
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Tabel 1. Desain Survei Fase 1dan Fase 2

Fase 1: Survei Persepsi

Fase 2: Studi Dampak Distribusi

Pengelolaan Lalu Lintas (ERP),
dan peraturan kendaraan.

Tahun 2024 2025
Persepsidan pengalaman mas-
yarakat terkait paparan polusi
Kebijakan umum kota mengenai | udara, dampaknya terhadap
K Kawasan Rendah Emisi, Sistem aspek sosial dan perilaku, serta
ontekstual

praktik-praktik udara bersih
lokal dalam konteks Kawasan
Rendah Emisi (Low Emission
Zone/LEZ)

sampel

Stratifikasi acak

Ruang lingkup Citywide (Jakarta) 10 kelurarahan
Ukuran sampel 800 622
Metode pengambilan

Berbasis kuota

% Kelompok berisiko
tinggi

25%

- Wanitahamil (6,3%)

- Lansia berusia 60 tahun ke
atas (6,3%)

- Orang dengan disabilitas
(6,3%)

- Orang tua dengan anak-
anak (6,3%)Pekerja di luar
ruangan (6,3%)

42%

- Wanitahamil (2%)

- Lansia berusia 60 tahun ke
atas (5%)

- Orang dengan disabilitas
(4%)

- Orang tua dengan anak-
anak (19%)

- Pekerjadiluarruangan (12%)

Fokus

Kesadaran,
dasar

persepsi, konsep

Paparanlokal, ketidaksetaraan,
dampak

Fase 1: Survei Persepsi (2024)

Fase pertama bertujuan menangkap pandangan dasar masyarakat Jakarta mengenai
polusi udara, perilaku adaptif, serta dukungan terhadap kebijakan pengendalian
emisi seperti Kawasan Rendah Emisi (KRE), Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik
(PL2SE) atau nama di kota lain adalah Electronic Road Pricing (ERP), pembatasan usia
kendaraan, danlarangan pembakaran sampah terbuka.

Survei ini melibatkan 800 responden dengan metode stratified random sampling
agar representatif berdasarkan gender, generasi, status sosial ekonomi, dan kondisi
disabilitas. Sekitar 25 persen sampel (n = 200) secara khusus dialokasikan untuk
kelompok berisiko tinggi, termasuk penyandang disabilitas, perempuan hamil atau
menyusui, lansia, dan pekerja luar ruang seperti pengemudi ojek, kurir, pedagang kaki
lima, danpetugas parkir. Faseiniberfokus padatingkatkesadaran, persepsirisiko, serta
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dukungan terhadap kebijakan udara bersih masyarakat Jakarta secara keseluruhan.

Fase 2: Studi Dampak Distribusi (2025)

Fase kedua berfokus pada persepsi dan pengalaman masyarakat di sepuluh kelurahan
yang menjadi lokasi percontohan KRE. Studi ini melibatkan 622 responden dari lima
wilayah administratif Jakarta (Utara, Barat, Timur, Pusat, dan Selatan) dengan proporsi
respondenyangrelatif seimbang ditiap lokasi.

Kelurahanyang dipilih adalah:
o Jakarta Utara: Semper Barat, Pejagalan
o Jakarta Timur: Bambu Apus, Jatinegara Kaum
e JakartaBarat: Tegal Alur, Joglo
e JakartaPusat: JoharBaru, KebonKosong
o Jakarta Selatan: Kebayoran Lama Selatan, Kebagusan

Pemilihan lokasi mempertimbangkan variasi tingkat kualitas udara, keragaman sosial
ekonomi, serta prevalensi isu kesehatan yang berkaitan dengan polusi udara. Sekitar
35% responden berasal dari RW yang berpartisipasi dalam Program Kampung Iklim
(ProKlim), program nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
yang mendorong aksi adaptasi dan mitigasiiklim berbasis masyarakat.

Sampel padafaseinidipilihdengan metode quota-based sampling untuk memastikan
keterwakilan kelompok berisiko tinggi, yang mencapai 42 persen dari total responden.
Kelompok ini mencakup lansia, penyandang disabilitas, perempuan hamil atau
menyusui, orang tua dengan anak kecil, serta pekerja luar ruang seperti pengemudi

ojek, kurir, dan pedagang kaki lima. Rancangan penelitian ini memungkinkan analisis
mendalam terhadap ketimpangan paparan polusi udara, kapasitas adaptif, dan
pengalaman masyarakat dalam menghadapi kebijakan serta praktik udara bersih di
tingkat lokal.
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Tabel 2. Pengambilan Sampel

Jakarta | Kecamatan | % | n
Semper Barat 10% 60
Jakarta Utara o
Pejagalan 10% 60
Bambu Apus 10% 61
Jakarta Timur .
Jatinegara Kaum 10% 62
Tegal Alur 10% 60
Jakarta Barat
Joglo 10% 60
Johar Baru 10% 62
Jakarta Pusat o
Kebon Kosong 10% 61
Keb. Lama Selatan 10% 64
Jakarta Selatan .
Kebagusan 1% 70

Karakteristik Responden pada Kedua Fase

Karakteristikrespondenpadakeduafasesurveimenunjukkanpolayangrelatifkonsisten
dan mencerminkan demografi perkotaan Jakarta. Distribusi gender seimbang dengan
sedikit dominasi perempuan. Komposisi generasi mengikuti proporsi demografi
berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dengan kelompok Millenial (usia 28-43
tahun) sebagai mayoritas, diikutioleh GenerasiZ (usia18-27 tahun) dan Generasi X serta
Boomer (usiadiatas 44 tahun).

Grafik 2. Profil Responden pada Fase 2 Survei
Basis: Semua responden (n=622)

Gender Generasi
[ ] GenZ(18-27Tahun) 23%
Millennials (28-43 Tahun) 40%
Pria Wanita Gen X & Boomers (>44 Tahun) 37%
49% 51%
Status Sosial-Ekonomi Pendidikan Terakhir
|
Bawah Primer (SD, SMP/Setingkatnyal) N%
Menengah ke Atas
26%
° 12%
|
Sekunder (SMA/setingkatnya) 44%
Menengah |
62% Tersier (D3/S1/52/S3/Setingkatnya) 45%

Sumber: SurveiFase 2 Populix
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Dari segi pendidikan, sebagian besar responden telah menamatkan pendidikan
menengah (SMA atau sederajat), sementara sebagian lainnya memiliki pendidikan
tinggi (Diploma hingga Pascasarjana). Hal inimenunjukkan tingkat paparan pendidikan
formalyangrelatif tinggidikalangan penduduk dewasa Jakarta. Secara sosial ekonomi,
klasifikasipendapatanrumahtanggadidasarkanpadabataspengeluaranbulananyang
disesuaikan dengan standar BPS, yaitu:

e Pendapatanrendah: dibawah Rp2.000.000 hingga Rp3.500.000 perbulan
e Pendapatan menengah: Rp3.500.001-Rp8.000.000 perbulan
e Pendapatan menengah-atas: diatas Rp8.000.000 perbulan

Sebagian besar responden (sekitar 62 persen) berada di kelompok menengah, diikuti
oleh 26 persen kelompok berpendapatan rendah, dan 12 persen kelompok menengah
atas.

Dari sisi pekerjaan, proporsi terbesar adalah karyawan swasta, diikuti oleh profesional,
pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pegawai negeri, serta pekerja
sektor informal. Pekerja luar ruang seperti pengemudi ojek, pedagang kaki lima,
petugas kebersihan, dan kurir juga termasuk dalam kelompok yang cukup signifikan,
khususnya dalam fase kedua, yang memang dirancang untuk mengeksplorasi dampak
distribusional terhadap kelompok berisiko tinggi.

Secara umum, komposisi responden di kedua fase survei mencerminkan keragaman
sosial ekonomi Jakarta serta memungkinkan analisis yang mewakili kondisi nyata
masyarakat perkotaan dalam menghadapitantanganpolusiudaradanpenerapan KRE.

2.3 Desain Wawancara Mendalam (Kualitatif)

Selain duafase survei, studiinimenggunakan pendekatan kualitatif melaluiwawancara
mendalam untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam dan kontekstual dari
perwakilantokohkunci. Wawancarainibertujuanuntuk memperkayatemuankuantitatif
dengan mengungkap pengalaman nyata, persepsi, dan tantangan yang dihadapi oleh
warga dan pemangku kepentingan lokal terkait paparan polusi udara, inisiatif udara
bersih, dan adaptasi komunitas dalam konteks KRE.
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Gambar 2. Diagram Alur Pengambilan Sampel Wawancara Mendalam

Purposive
Barat Timur, Utara, Pusat, Selatan

Area Jakarta

Kecamatan Terpilih 2 kecamatan per area Jakarta

Kelurahan/Desa Terpilih 2 kelurahan per kecamatan

RW Terpilih 3RW perkelurahan

Simple Random

RT Terpilih 2 RTper RW atau 6 RT per kelurahan

Umum Simple Random

Wawancara dilakukan di 10 kelurahan, masing-masing melibatkan dua informan (satu
laki-laki dan satu perempuan) yang dipilih secara purposive sampling untuk mewakili
keragaman perspektif. Narasumber terdiri dari warga, ketua RT/RW, anggota PKK,

Rentan Purposive

serta perwakilan Karang Taruna yang aktif dalam kegiatan lingkungan. Pendekatan
ini memperkaya hasil survei dengan menggali bagaimana pesan kebijakan diterima,
dipahami, atau bahkan diperdebatkan di tingkat masyarakat. Wawancara juga
menyoroti faktor kepercayaan, peran kepemimpinan lokal, dan dinamika sosial yang
memengaruhi efektivitas komunikasi serta penerimaan kebijakan.

2.4 Kerangka Penelitian dan Desain Instrumen

Agar hasil penelitian relevan dan dapat ditindaklanjuti, desain instrumen survei
dan wawancara disusun berdasarkan dua pendekatan utama, yaitu kerangka KAP
(Knowledge, Attitudes, Practice) dan kerangka IPAC (Integrative Public Policy
Acceptance).

Model KAP digunakan untuk memahamibagaimanaindividu memandang polusi udara,
sejauh mana mereka menyadari dampaknya terhadap kesehatan, serta bagaimana
pengetahuan tersebut memengaruhi sikap dan kebiasaan sehari-hari. Pendekatan
ini membantu mengidentifikasi hambatan perilaku seperti rendahnya kesadaran,
kurangnya motivasi, terbatasnya kepercayaan terhadap dampak tindakan individu,
atau kendala struktural sepertiinfrastrukturyang belum memadai.



Gambar 3. Kerangka Kerja Penelitian

KAP Knowledge,
Attitude, Practice)

Knowledge: Mengukur seberapa
baik masyarakat mengenal konsep
emisi karbon, sumber-sumber
emisi, dan efek negatinya.

Attitude:  Menganalisis  sikap
masyarakat terhadap kebijakan
publik yang terkait dengan
pengurangan emisi karbon, serta
dukungan mereka terhadap inisiatif

IPAC (Integrative Public
Policy Acceptance)

Melibatkan analisis dari beberapa
tahapn variabel untuk memahami

penerimaan masyarakat terhadap
kebijakan iklim, diantaranya:

Kesadaran

. Karakteristik Pencarian
Dukungan

. Keinginanuntuk
Mendukung Pemerintah
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Memperoleh
tinformasi
tentang perilaku
masyarakat terkait
polusi udara melalui
pengetahuan,
sikap, dan praktik.

Memperoleh

faktor penerimaan
masyarakat .
terhadapintervensi.

W B CEENCEEN
5. Penerimaan Kebijakan

. Kepatuhan Kebijakan

Practice: Mengidentifikasi
kebiasaan masyarakat  yang
memengaruhi emisi karbon,
seperti penggunaan kendaraan,
pengelolaan limbah, dan efisiensi
energi.

Understand Behavior Policy Acceptance

Kerangka IPAC menambahkan dimensi kebijakan publik dengan menilai pemahaman,
kepercayaan, dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Kerangka
ini mencakup variabel seperti tingkat kesadaran, pencarian dukungan, persepsi
keadilan kebijakan, hingga kemauan untuk mematuhi aturan.

Keduapendekataninisaling melengkapiuntuk menghasilkan analisisyang menyeluruh,
baik dari sisi perilaku individu maupun konteks kebijakan. Hasilnya memungkinkan
peneliti dan pembuat kebijakan mengidentifikasi dimana kesenjangan antara
pengetahuan dan tindakan terjadi, serta bagaimana strategi komunikasi, insentif, atau
intervensistrukturaldapatdirancanguntukmemperkuat perubahanperilaku.Instrumen
surveimencakup modul-modul berikut:

o Kesadaran dan persepsi masyarakat terhadap polusi udara serta dampaknya
terhadap kesehatan.

o Pengetahuan tentang kebijakan terkait seperti KRE, PL2SE (Pembatasan Lalu
Lintas Secara Elektronik), danlarangan pembakaran sampah.

o Praktik sehari-hari terkait transportasi, penggunaan energi, dan pengelolaan
sampah.
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o Persepsi risiko lingkungan dan strategi adaptasi individu. Sikap terhadap
keadilan dan efektivitas kebijakan.

o Kesiapan dan kemauan untuk mendukung serta mematuhi kebijakan udara
bersih.

Seluruh instrumen penelitian telah diuji coba untuk memastikan kejelasan bahasa,

relevansipertanyaan, dankesesuaian konteks dengankarakteristik masyarakat Jakarta.
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Temuan Tematik

3.1PersepsiRisiko dan Paparan

Pemahaman masyarakat terhadap risiko polusi udara serta pengalaman mereka dalam
menghadapidampaknyamerupakanpondasipentinguntukmerancangintervensiyang

efektif. Persepsirisiko memengaruhi sejauh mana individu memprioritaskan tindakan

perlindungan diri dan kesediaan mereka untuk beradaptasi terhadap kebijakan
lingkungan. Bagianinimembahas sejauhmana masyarakat Jakartamenyadariancaman

polusi udara dan bagaimana kelompok berisiko tinggi merasakan dampaknya dalam

kehidupan sehari-hari.

‘ ‘ Hasil dari kedua fase survei
menunjukkan bahwa kesadaran
terhadap risiko polusiudara
sudah tinggi, namun penerapan
perilaku perlindungan masih
belum konsisten. Kondisi

ini paling jelas terlihat di
kalangan pekerja luar ruang dan
masyarakat berpendapatan
rendah yang memiliki akses
terbatas terhadap sumber daya
adaptif, seperti transportasi
umum yang bersih, fasilitas
pengelolaan sampah yang
memadai, atau ruang terbuka
hijau yang aman dan terjangkau.

3.1.1 Persepsi dan Dampak Kesehatan Polusi Udara

Polusiudaratidakhanyadipersepsikansebagaiisulingkungan
di Jakarta, tetapi juga sebagai ancaman kesehatan yang
nyata dan rutin dirasakan warga. Dalam Survei Persepsi
tahun 2024 (Fase 1), hampir sembilan dari sepuluhresponden
(89%) menyatakan bahwa polusi udara merupakan risiko
serius bagi kesehatan masyarakat. Tingkat kekhawatiran ini
relatif merata di seluruh kelompok usia, gender, dan tingkat
pendapatan, menunjukkan bahwa polusi udara dipandang
sebagaipersoalanbersamalintas demografi.

Keluhan terkait kesehatan menonjol dalam Studi Dampak
Distribusional tahun 2025 (fase 2). Meskipun hanya 6% dari
seluruhrespondenmelaporkangejalagangguanpernapasan
baru-baru ini, angka yang tampak rendah ini sebenarnya
mencerminkan rata-rata populasi dan menutupi variasi
signifikan antarwilayah dan kelompok berisiko. Misalnya,
Kelurahan Jatinegara Kaum (15%) mencatat salah satu
tingkat keluhan pernapasan tertinggi di antara 10 wilayah
percontohan. Wilayah ini ditandai oleh kepadatan lalu lintas
tinggi, dengan jalur alternatif sempit yang sering dilalui

kendaraan bermotor, serta klusterindustrirumahan seperti produksi tempe, tahu, dan
lontong yangumumnya masih bergantung pada bahan bakar kayu atau arang.



@ Tidak mengalami

94%

Sumber: Survei Populix Fase 2
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Grafik 3. Keluhan Pernapasan
Basis: Semua responden (n=622)

Semper Barat
oo Pejagalan
gangguan Jag
pernapasan
Tegal Alur

6% 9
Joglo
Bambu Apus
Jatinegara Kaum
Johar Baru 100%
KebonKosong
Kebayoran Selatan
Kebagusan

Di antara responden yang melaporkan gejala (n=36), keluhan yang paling umum
adalah hidung berair atau tersumbat (44%), sakit tenggorokan (19%), serta batuk
berkepanjangan atau asma (masing-masing 14%). Ibu hamil dan anggota keluarga
berusia di atas 60 tahun juga terdampak, meskipun dengan proporsi pelaporan yang
lebih rendah. Responden yang mengalami gangguan pernapasan juga melaporkan
pola waktu munculnya gejala yang berbeda-beda, sebagaimana ditunjukkan pada
Gambar 7. Sebagian besar (61%) menyatakan bahwa gejala mereka cenderung muncul
pada musim hujan, yang mencerminkan adanya variasi musiman dalam kesehatan
pernapasan. Pola ini kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi cuaca atau meningkatnya
aktivitas di dalam ruangan selama musim hujan, dan diperlukan penelitian lebih lanjut
untuk menilai apakah pola tersebut berkaitanlangsung dengan tingkat polusi udara.

Grafik 4. Pola Masalah Pernapasan
Basis: Responden yang mengalami masalah pernapasan (n=36)

Muncul secara acak tanpa pola
tertentu

Baru terjadi dalam beberapa
bulan terakhir

19%
8%
Hanya terjadi pada musim
kemarau
8%
[}

Hanya terjadipada
musim hujan

61%

Terjadi terus-menerus
3%

Sumber: Survei Populix Fase 2
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Meskipun tingkat kekhawatiran tinggi, perilaku perlindungan terhadap polusi udara
masih bersifat reaktif. Dalam Survei Fase 1, hanya 45% responden yang mengaku
“selalu” menggunakan masker ketika bepergian. Sebanyak 36% hanya “‘kadang-
kadang”, dan16% jarang melakukannya.

Perilaku perlindungan terhadap anak-anak menunjukkan pola serupa. Dari 156
responden yang merupakan orang tua dalam Fase 2, hanya 24% yang selalu
memastikan anaknya memakai masker ketika keluar rumah, dan hanya 28% yang
rutin menghindari aktivitas luar ruangan pada hari-hari dengan kualitas udara buruk.
Sementara itu, hanya 4% yang menyatakan selalu memilih rute perjalanan yang lebih
bersih bagi anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran sudah
tinggi, perubahan kebiasaan masih terkendala oleh rutinitas harian, keterbatasan
pilihan transportasi, atau pertimbangan praktis lainnya.

Baik dalam Fase 1 maupun Fase 2, masyarakat secara umum menilai emisi kendaraan
bermotorsebagaisumberpolusiudarayangpalingdominandilingkungantempattinggal
mereka. Sebanyak 97% responden menyebut kendaraan bermotor sebagai penyebab
utama, diikuti oleh debujalan (96%). Sumberlain yangjuga sering disebut termasuk asap
rokok, asap dari pedagang makanan kaki lima, dan pembakaran sampah rumah tangga.
Dikawasanyangtidak termasuk dalam Program Kampung lklim (ProKlim), asap daridapur
usaha kecil dan asap rokok diruang publik juga disebut cukup mengganggu.

Grafik 5. Sumber Pencemaran Udara
Basis: Semua responden (n=622)

Asap kendaraan bermotor 97%
Debu darijalan 96%
Asap rokok 60%
Asap dari usaha kuliner kecil (rumah makan, pedagang sate, dil.) 46%
Debu dan asap dari proyek konstruksi 12%
Pembakaran sampah di ruang terbuka 9%
Asap dariindustri rumahan (menggunakan proses pembakaran) 7%
Asap pabrik 5%
Asap dari kayu bakar atau minyak tanah untuk memasak 3%
Asap dari genset/pembangkit listrik lokal 0.2%

Sumber: Survei Fase 2 Populix
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Temuan ini menegaskan bahwa masyarakat Jakarta tidak hanya memahami polusi
udara sebagai fenomena makro, tetapi juga mengaitkannya dengan sumber-sumber
lokal yang mereka temui sehari-hari. Namun, kesenjangan masih terlihat antara
tingkat kesadaran dan tindakan adaptif yang berkelanjutan. Sebagian besar perilaku
perlindungan masih dilakukan secara situasional, misalnya ketika polusi terlihat jelas
atau ketika ada pemberitaan media mengenaikualitas udara yang buruk.

3.1.2 Dampak terhadap Populasi yang Berisiko Tinggi Terhadap Bahaya Polusi
Udara

Beban polusi udara di Jakarta tidak dirasakan secara merata. Kelompok masyarakat
tertentulebihrentanterhadap dampakkesehatandansosial akibat paparan polusi, baik
karena kondisi fisik maupun faktor pekerjaan danlingkungan.

Dalam Fase 2, sekitar 40% responden tergolong dalam kelompok berisiko tinggi, yang
mencakup lansia, orang tua dengan anak kecil, penyandang disabilitas, dan pekerja luar
ruang. Temuan menunjukkan bahwa kelompok ini tidak hanya memiliki tingkat paparan
yanglebihtinggi, tetapijuga menghadapiketerbatasan dalam kemampuan beradaptasi.

Pekerja luar ruang seperti pengemudi ojek, pedagang kaki lima, dan kurir merupakan
kelompok denganrisiko tertinggi. Mereka menghabiskan antara enam hingga sepuluh
jam per haridiluarruangan dan sering melaporkan keluhan seperti batuk, sesak napas,
dan kelelahan. Di wilayah seperti Semper Barat, Pejagalan, dan Tegal Alur, lebih dari
separuh responden yang bekerja di luar ruangan mengalami lebih dari satu gejala
kesehatanyang berkaitan dengan polusiudara.

Lansia (usia 60 tahun ke atas) juga menunjukkan gejala yang lebih berat, seperti sesak
napas dan penurunan stamina, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah dengan
kepadatan lalu lintas tinggi dan sedikit tutupan pohon. Sementara itu, penyandang
disabilitas menghadapi kendala akses terhadap fasilitas perlindungan seperti ruang
publiktertutup ataualat penyaringudara,danseringbergantung padabantuankeluarga
atau pengasuhyangjuga memilikisumber daya terbatas.

Temuan Utama: Kelompok dengan Risiko Lebih Tinggi

Kelompok tertentu sepertilansia, ibu dengan anak kecil, penyandang disabilitas,
dan pekerja luar ruang memiliki paparan lebih tinggi dan kemampuan lebih terbatas
untuk melindungi diri dari polusi udara.

Di sepuluh kelurahan pilot rencana implementasi KRE, 40% responden termasuk
dalam kelompok berisiko lebih tinggi dan melaporkan tantangan yang lebih besar
dalam beradaptasi terhadap dampak polusi.

Pekerja luar ruang sering mengalami gejala pernapasan, lansia melaporkan sesak
napas dan kelelahan, sementara penyandang disabilitas menghadapi hambatan
dalam mengakses ruang publik yang bersih dan layanan kesehatan.
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Grafik 6. Perilaku Orang Tua dalam Melindungi Anak-Anak dari Paparan Polusi Udara
Basis: Memiliki anak (n=156)

Protective Action Intensity (n=156)

Menghindari aktivitas luar Score (100)
ruangan untuk anak-anak 49% o
saat kualitas udara buruk 76 . 28 A’
Memilih rute perjal_anan Score (100)
yang lebih jauh dari area 35%

polusi tinggi untuk 68.91%
anak-anak

Menggunakan masker Score (100)
udara untuk anak saat 46%

keluar 67. 47%

rumah
Tidak pernah | Kadang-kadang Sering Selalu

Sumber: Survei Fase 2 Populix

Di antara orang tua dengan anak kecil, perilaku perlindungan terhadap polusi udara
memang terlihat, namun belum dilakukan secara konsisten. Seperti ditunjukkan pada
bagiansebelumnya, hanyasebagiankecilrespondenyangsecararutinmembekalianak
mereka dengan masker atau menyesuaikan rute perjalanan untuk menghindari area
dengan polusi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat kesadaran sudah
meningkat, keterbatasan dalam rutinitas harian, pilihan transportasi, dan pendapatan
rumahtanggamasihmenjadihambatanbagitindakanperlindunganyangberkelanjutan.

Lebihjauhlagi, risiko tidak hanya ditentukan oleh karakteristik individu, tetapijuga oleh
kondisi lingkungan dan infrastruktur. Berdasarkan analisis kontekstual dan observasi
sekunder, rumah tangga di wilayah berpendapatan rendah cenderung lebih rentan
terhadap paparan polusiudara karena beberapa faktor berikut:

e Tinggal di dekat jalan utama atau kawasan industri yang meningkatkan paparan
terhadap emisi kendaraan dan aktivitas industri;

o Tidak memiliki akses memadai terhadap transportasi publik yang bersih maupun
fasilitas pengelolaan sampah, sepertitempat penampungan sementara (TPS) yang
berpotensi mendorong praktik pembakaran sampah;

e Memilikiruanghunianyangterbatas, sehinggasirkulasiudaradidalamrumahkurang
optimal;

o Bergantung pada pekerjaan informal yang membutuhkan mobilitas luar ruang
setiap hari.

Kondisi struktural tersebut memperkuat dampak polusi dan mengurangi kemampuan
warga untuk beradaptasi. Meskipun langkah-langkah dalam Kawasan Rendah Emisi
(KRE) bertujuan untuk mengurangi emisi dari sumbernya, keberhasilannya sangat
bergantung pada upaya mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi agar tidak
menambah beban bagi kelompok masyarakat yang berisiko lebih tinggi terhadap
dampak polusiudara.
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3.2 Kesadaran Kebijakan dan Penerimaan Masyarakat

Efektivitas kebijakan udara bersih tidak hanya ditentukan oleh desain teknisnya, tetapi
juga oleh tingkat pemahaman, dukungan, dan kesiapan masyarakat untuk beradaptasi.
Masyarakat yang memahami tujuan kebijakan cenderung lebih menerima dan patuh
terhadap implementasinya. Bagian ini membahas tingkat kesadaran publik terhadap
berbagai kebijakan pengendalian polusi udara di Jakarta, termasuk Kawasan Rendah
Emisi (KRE) dan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE), serta sejauh mana
masyarakat mendukung dan bersedia menyesuaikan perilakunya.

3.2.1 Kesadaran dan Pemahaman terhadap Kebijakan Kualitas Udara

Meskipun polusi udara secara luas diakui sebagai masalah serius di Jakarta,
pemahaman publik terhadap kebijakan pemerintah yang bertujuan menurunkan emisi
serta berbagai kebijakan pendorong penggunaan transportasi publik masih terbatas.
Kawasan Rendah Emisi (KRE), yang diperkenalkan sebagai kebijakan pendorong untuk
mendorong peralihan dari penggunaan kendaraan pribadi menuju transportasi publik,
merupakan salah satu inisiatif yang paling dikenal. Namun, temuan dari kedua fase
survei menunjukkan bahwa hanya sedikit warga yang benar-benar dapat menjelaskan
tujuan maupun mekanisme penerapan kebijakan tersebut.

Grafik 7. Tingkat Kesadaran Masyarakat terhadap Kebijakan Penanganan Polusi Udara
di Jakarta

Basis: Semua responden (n=800)

Protective Action Intensity (n=156)
Larangan Pembakaran Awareness
Sampah di Ruang Terbuka 16% 32% 33% °
/ Open Waste Burning 84%
Pombatasan Usi 17% 35% 33% huareness
embatasan Usia ) ) 0
Kendaraan 83%
Rondan” 7% 43% 3% Auereness
enaa o ° ¢
Emisi 83%
Rencana Jalan Berbayar Awareness
Elektronik / 28% 32% 29%
Electronic Road Pricing 72%
(ERP)
= Tidak mengetahui B Pemah mendengar tapi | Mengetahui sedikit Mengetahui banyak
sama sekali tidak mengetahui detailnya informasi detailnya informasi detailnya

Sumber: SurveiFase TPopulix
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Dalam Survei Fase 1(2024), tingkat kesadaran terhadap empat kebijakan utama relatif
tinggi. Sebanyak 83% responden mengaku pernah mendengar tentang KRE, dan
proporsi serupa juga muncul untuk kebijakan pembatasan usia kendaraan (83%) dan
larangan pembakaran sampah terbuka (84%). Kesadaran terhadap rencana PL2SE
sedikitlebihrendah, yakni72%.

Meskipun tingkat pengenalan kebijakan tinggi, tingkat pemahaman masih rendah. Dari
mereka yang mengaku mengetahui KRE, hanya 61% yang mampu menjelaskan secara
tepat bahwa KRE bertujuan membatasi kendaraan berdasarkan standar emisi atau
hasil uji emisi. Banyak responden yang keliru menganggap KRE sebagai “zona bebas
kendaraan bermotor” atau “area khusus pejalan kaki”.

Pada Fase 2 (2025), tingkat kesadaran terhadap KRE tetap tinggi (82%), namun tingkat
pemahaman turun menjadi 55%. Ketimpangan antar wilayah juga terlihat. Kelurahan
Pejagalan (88%) dan Joglo (75%) memiliki tingkat pemahaman tertinggi, sementara
Tegal Alur (18%) merupakan yang terendah. Perbedaan ini menunjukkan pengaruh
signifikan dariintensitas sosialisasi kebijakan dimasing-masing wilayah.

Grafik 8. Tingkat Akurasi dalam Menentukan Kawasan Rendah Emisi
Basis: Semua responden (n=622)

Tingkat Awareness Kawasan Rendah Emisi Basis:
Semua responden (n=622)

Kawasan
Rendah Emisi

Tidak
mengetahui
sama sekali

Awareness Hasil Tes Definisi
31% 37% i yangTepat

82%

Mengetahui banyak A
informasi detailnya :

| Mengetahui sedikit
informasi detailnya

W Pemah mendengar
tapi tidak mengetahui
detailnya

Tes Definisi

Kawasan

Rendah Emisi

Basis:

Responden
yang mengaku
aware tentang
KRE (n=507)

Sumber: SurveiFase 2 Populix

Kelompok berisiko tinggi seperti pekerjaluarruang, lansia, dan penyandang disabilitas
menunjukkan tingkat pemahaman yang lebih rendah dibandingkan kelompok lain.
Padahal, mereka termasuk yang paling terdampak oleh kebijakan maupun kondisi
polusiitusendiri. Halinimenunjukkan adanya kesenjangandalamjangkauan komunikasi
kebijakan.



UDARABERSIHDIJAKARTA: KESENJANGAN DAN PELUANG
MENUJU PRAKTIKRENDAH EMISI

‘ ‘ Temuan inimenegaskan bahwa visibilitas kebijakan belum cukup untuk
membangun pemahaman yang bermakna. Pengetahuan yang dangkal dapat

berimplikasi pada rendahnya kepatuhan atau dukungan terhadap kebijakan yang

diterapkan. Oleh karena itu, strategi komunikasi perlu difokuskan bukan hanya untuk

memperkenalkan kebijakan, tetapi juga menjelaskan cara kerjanya, manfaatnya,

sertabagaimana masyarakat dapat berperan di dalamnya.

3.2.2 Dukungan Kebijakan dan Kesediaan untuk Beradaptasi

Meskipun tingkat pemahaman masih terbatas, dukungan terhadap kebijakan udara
bersih di Jakarta tergolong tinggi. Hasil Survei Fase 1(2024) menunjukkan bahwa 87%
responden mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi polusi udara. Dukungan
paling kuat diberikan terhadap kebijakan yang secara langsung meningkatkan
kesejahteraan publik, seperti peningkatan akses transportasi umum, pengendalian
emisikendaraan, dan perluasanruang terbuka hijau.

Bahkan kebijakanyang berpotensimembatasi kebebasan mobilitas atau menimbulkan
biayatambahan, seperti KRE danPL2SE, tetap memperoleh dukungan mayoritas ketika
tujuannyadijelaskandenganjelas. Sebagaicontoh, sekitar78% responden menyatakan
setuju denganrencana penerapan PL2SE, dan tingkat penerimaan meningkat menjadi
90% ketikadijelaskanbahwapendapatandarikebijakantersebut akandigunakanuntuk
memperbaikifasilitas publik sepertitrotoar, jalur sepeda, dan transportasiumum.

Namun, sebagian responden (56%) juga menyampaikan kekhawatiran mengenai
dampak negatif PL2SE terhadap aksesibilitas mereka, terutama kesulitan mencapai
lokasi tertentu (69%) dan perubahan pola perjalanan (68%). Hal ini menandakan bahwa
dukungan masyarakat dapat melemah jika kebijakan dianggap membebani tanpa
kompensasiataumanfaatyangjelas.

Grafik 9. Penerimaan Tarif Jalan Elektronik
Basis: Semua responden (n=800)

Penerimaan Rencana PL2SE Penerimaan Penggunaan Dana PLSE untuk
(Pembatasan Lalu Lintas Secara Elektronik) Fasilitas Umum
Setuju(T3B) ‘ ‘ Tdak setuju (B3B) ‘ Setuju(T3B) ‘ ‘ Tdak setuju (B3B) ‘
78% : 22% 90% : 10%
4 03 2 1 4 3 2 1

Sangattidak | Sangat tidak H
setuju ' setuju '

Sumber: SurveiFase 1Populix
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Temuan ini menjadi pembanding yang berguna dengan survei Fase 2, di mana warga
diminta memilih antara dua model rencana implementasi LEZ: pembatasan penuh
atau akses berbayar. Sebagian besar responden (74%) memilih pembatasan penuh,
menunjukkan bahwa warga lebih menyukai aturan yang jelas dan adil dibandingkan
opsi yang mengharuskan pembayaran. Preferensi ini juga menunjukkan keyakinan
bahwa akses terhadap udara bersih seharusnya tidak ditentukan olehkemampuan atau
kesediaan seseorang untuk membayar.

Kesediaan untuk beradaptasi juga terlihat dari niat yang dinyatakan oleh para

responden. Sebagian besar responden menyebutkan bahwa mereka akan

mempertimbangkan untuk:

e Berpindahke transportasipublik apabila kondisinya lebih bersih, aman, dan andal.

¢ Menggunakan moda non-motorisasi (misalnya berjalan kaki atau bersepeda)
apabilaruang pejalan kakidanjalur sepeda diperbaiki.

¢ Melakukan pemilahan sampah secara lebih konsisten apabila didukung dengan
infrastruktur yang memadai, seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Namun, ketika survei Fase 2 menambahkan aspek climate co-benefits pada beberapa
kelurahan terpilih, gambaran yang muncul menjadi lebih kompleks. Di beberapa
kelurahan, warga menyatakan dukungan terhadap kebijakan udara bersih pada
prinsipnya, namun menyoroti berbagai hambatan praktis untuk mengubah perilaku
mereka. Hambatan tersebut mencakup:

e Kurangnya kejelasan mengenai siapa yang akan terdampak oleh pembatasan
kendaraan sertabagaimana mekanisme penegakannya.

e Akses yang terbatas terhadap transportasi publik yang terjangkau, terutama di
beberapa wilayah.

o Persepsi ketidakadilan dalam dampak kebijakan, terutama di kalangan pekerja
informal ataumasyarakatberpendapatanrendahyangbergantung padakendaraan
lama atau harus menempuh perjalananjauh setiap hari.

e Layanan pengangkutan sampah yang tidak konsisten, yang mengurangi insentif
untuk memilah sampah sejak dari sumbernya.

Dalam hal kepemilikan kendaraan, hasil Survei Fase 1 menunjukkan bahwa sebagian
besar warga (87%) belum memiliki kendaraan rendah emisi. Sepeda merupakan
alternatif yang paling banyak dimiliki (7%), disusul oleh sepeda motor yang telah
lulus uji emisi (4%) dan sepeda motor listrik (2%). Meskipun mobil listrik merupakan
jenis kendaraan rendah emisi yang paling dikenal (diakui oleh 82% responden),
tingkat kepemilikannya masih sangat rendah—hanya 0,2% pada Fase 2, meskipun
sebagian besar responden berasal dari kelompok berpendapatan menengah, dan
4% padaFase 1.
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Grafik 10. Kepemilikan Kendaraan Beremisi Rendah
Basis: Semua responden (n=622)
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Sumber: SurveiFase 2 Populix

Perbedaan antara tingkat kesadaran dan kepemilikan aktual ini menunjukkan bahwa
pengetahuan saja tidak cukup tanpa dukungan infrastruktur dan insentif ekonomi.
Faktanya, meskipunrespondenmengetahuiberbagaipilihankendaraanrendah emisi—
seperti kendaraan hibrida (57%), berbasis hidrogen (35%), serta kendaraan yang
memenuhi standar emisi (39%)—tingkat adopsinya masih sangat rendah.

Menegaskan hal tersebut, sebagianbesarwarga pada SurveiFase 1 melaporkan bahwa
merekamasihmemilikisepedamotorberbahanbakarbensin(81%) atau mobilberbahan
bakar bensin (27%), dengan hampir separuh di antaranya berusia antara tiga hingga
lima tahun. Profil usia kendaraan ini berpotensi menjadi tantangan bagi penerapan
Kawasan Rendah Emisi (KRE) apabila kebijakan menargetkan kendaraan lama atau
beremisitinggi, terutamajika alternatif yanglebihbersihbelumtersediasecaraluasdan
terjangkau.

Kelompok yang berisiko lebih tinggi, terutama pekerja luar ruang dan keluarga dengan
satu sumber pendapatan, lebih cenderung mendukung upaya pengendalian polusi
udara, namun merasa kurang yakin dapat mematuhi aturan tanpa adanya dukungan.
Kesenjangan antara dukungan secara prinsip dan kesiapan praktik ini menegaskan
pentingnya kondisi pendukung, antaralain:

e Alternatif yang mudah diakses dan berbiayarendah.

e Komunikasiyangtransparan.

e Insentif atau bantuan bagi kelompok yang paling mungkin menanggung beban
kepatuhan.
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Warga Jakarta sebenarnya tidak menolak perubahan—sebagian besar justru
mendukungnya. Namun, dukungan saja tidak akan berubah menjadi tindakan jika
sistemdisekitarnyatidak mendukung. Agar Kawasan Rendah Emisi(KRE) dapatberhasil
dalam jangka panjang, penerapannya harus disertai dengan langkah-langkah yang
mengurangi beban adaptasi, tidak hanya dari sisi biaya, tetapi juga dari waktu, akses,
dan kepercayaan.

3.3 Praktik Harian dan Faktor Pendukung Struktur

Selain persepsidan sikap, perubahan perilaku menuju udara bersih sangat dipengaruhi
oleh kebiasaan sehari-hari dan kondisi struktural yang membentuk pilihan masyarakat.
Faktor-faktor seperti akses transportasi, fasilitas pengelolaan sampah, dan
ketersediaan ruang terbuka hijau berperan penting dalam menentukan sejauh mana
individu dapat berpartisipasi dalam upaya mengurangipolusi udara.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar warga Jakarta
memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya menjaga kualitas udara, tetapi perilaku
sehari-hari mereka masih dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas publik dan kebiasaan
lamayang sulit diubah.

3.3.1Pola Transportasi dan Aksesibilitas

Transportasi merupakan salah satu kontributor utama polusi udara di Jakarta.
Perubahan perilaku bepergian dari kendaraan bermotor pribadi ke moda transportasi
yang lebih berkelanjutan sangat penting untuk mengurangi emisi dan mendukung
keberhasilan konsep zona emisi rendah. Data dari kedua fase survei menunjukkan
bahwa aksesibilitas, kenyamanan, biaya, dan waktu perjalanan merupakan faktor
kunciyang mempengaruhipolatransportasi.

Mode Dominan dan Kebiasaan Sehari-hari

Pada Fase 1, transportasi umum digunakan oleh 56% responden, sedikit lebih
tinggi dibandingkan dengan 44% yang mengandalkan kendaraan pribadi. Di antara
pengguna transportasi umum, Bus TransJakarta menjadi moda transportasi yang
paling sering digunakan (67%), diikuti oleh Mikrotrans (43%) dan KRL (Kereta Rel
Listrik) (40%). Namun, ketika kita melihat lebih dalam ke frekuensi penggunaan, hanya
sekitar seperempat (26%) yang menggunakan transportasi umum secara teratur (4-5
hari seminggu), menunjukkan bahwa bagibanyak orang, transportasiumum berfungsi
sebagaiopsitambahan daripada opsiutama.

Pada Fase 2, terlihat adanya pergeseran perilaku. Hampir dua pertiga warga
bergantung sepenuhnya pada kendaraan pribadi selama hari kerja, terutama di
kalangan laki-laki, generasi millennials, serta mereka yang tinggal di Semper Barat,
Pejagalan, dan Joglo. Sebaliknya, perempuan dan kelompok usia yang lebih tua
cenderung lebih banyak menggunakan transportasi publik, khususnya di wilayah
sepertiKebagusan danBambu Apus.
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Grafik 11. Frekuensi Penggunaan Transportasi Umum (Hari Kerja)
Basis: Semua responden (n=622)
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Sumber: SurveiFase 2 Populix

Pada Fase 2, 74% responden hanya menggunakan satu moda transportasi, yang
sebagian besar merupakan kendaraan pribadi. Hanya 13% responden yang
menggunakan dua moda, dan 13% lainnya menggunakan tiga moda atau lebih.
Perjalanan diJakarta seringkali memerlukan kombinasibeberapa moda.

Bagipenggunatransportasiumum, perjalanan biasanya mencakup tiga tahap:
o Akses awal (first mile) dari rumah menuju titik keberangkatan utama, biasanya
dengan berjalan kakiatau menggunakan sepeda motor.
e Modautama(maintransit)sepertibus TransJakarta atau KRL (Kereta Rel Listrik).
o Akses akhir (last mile) dari titik transit ke tempat tujuan, yang umumnya
menggunakan layananride-hailing seperti ojek daring.

Idealnya, setiap tahap perjalanan ini saling terhubung dengan baik sehingga
penumpang dapat berpindah moda dengan cepat, nyaman, dan biaya terjangkau.
Namun, hasil survei menunjukkan bahwa integrasi tersebut masih lemah. Banyak warga
harus berjalan jauh untuk mencapai titik transit, menunggu lama karena jadwal tidak
terkoordinasi, dan membayar ongkos tambahan setiap kalibergantimoda.

Kondisi ini membuat perjalanan dengan transportasi umum terasa lebih rumit, mahal,
dan memakan waktu dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi. Akibatnya,
sebagian besar warga tetap memilih moda tunggal yang dianggap lebih praktis
meskipun lebih mencemarilingkungan.

Kesenjangan dalam Aksesibilitas Transportasi

Akses terhadap transportasi umum di Jakarta sangat bervariasi antarwilayah.
Mikrotrans dan angkutan koperasi merupakan moda yang paling mudah dijangkau,
karenaumumnya dapat ditemukan dalamradius 500 meter dari banyak permukiman.
Sebaliknya, akses ke halte atau stasiun TransJakarta jauh lebih terbatas, sementara
layanan berbasis rel seperti MRT (Mass Rapid Transit), LRT (Light Rail Transit), dan
KRL (Kereta Rel Listrik) jarang berada dalam jarak yang dapat ditempuh dengan
berjalan kaki bagi sebagian besar penduduk. Ketimpangan akses ini memperkuat
ketergantungan pada sepeda motor dan mobil pribadi, terutama di wilayah yang
belum terlayani dengan baik olehjaringan transportasi umum.
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Grafik 12. Aksesibilitas Angkutan Umum di Sekitar Kawasan Perumahan
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Tingkat kenyamanan jarak berjalan kaki juga memperumit aksesibilitas. Hasil Fase 1
menunjukkan bahwa sebagian besar warga hanya bersedia berjalan kaki hingga 500
meter untuk mencapai titik transportasi, dan sebagian besar bahkan lebih memilih
jarak yang lebih pendek. Hanya sebagian kecil responden yang bersedia berjalan lebih
dari 1 kilometer, sementara kelompok lainnya menyatakan akan tetap menggunakan
kendaraan pribadiberapapunjaraknya.

Ketika hasil ini dibandingkan dengan data akses aktual dari Fase 2, tampak adanya
ketidaksesuaian yang cukup besar, terutama untuk moda berkapasitas tinggi seperti
Busway TransJakarta, MRT, LRT, dan KRL, yang sebagian besar berada diluarjangkauan
jarak berjalan kakiyang dianggap nyaman oleh warga.
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Grafik 13. Jarak Toleransi Berjalan Kaki
Basis: Semua responden (n=800)
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Temuan ini menyoroti kesenjangan penting dalam penerapan prinsip pengembangan
berorientasi transit (transit-oriented development/TOD). Secara ideal, konsep TOD
bertujuan untuk mendorong pembangunan kawasan yang padat, mudah dijangkau
dengan berjalan kaki, dan memiliki fungsi campuran di sekitar simpul transportasi
berkualitas tinggi. Namun, kondisi spasial Jakarta saat ini menunjukkan bahwa banyak
kawasan permukiman masih belum terhubung secara langsung dengan simpul
transportasiutama.

Temuan Utama tentang Aksesibilitas Transportasi dan Kesenjangan Mobilitas:

‘ ‘ e Banyak kawasan permukiman belum terhubunglangsung dengan simpul
transportasi utama, sehingga akses menjadi kurang efektif.

o Ketiadaaninfrastruktur pendukung—seperti trotoar yang aman, jalur pejalan
kaki yang teduh, dan konektivitas “first-last mile”—melemahkan potensi
pengembangan kawasan berbasis transit (transit-oriented development).

e Kurang dari separuh warga berjalan kaki untuk mengakses transportasi
publik; sebagian besar masih mengandalkan sepeda motor atau layanan
transportasi daring.

e Perjalanan multimoda menambah waktu, biaya, dan kompleksitas, sehingga
menurunkan daya tarik transportasi publik.

¢ Hambatan-hambatan ini berisiko menyebabkan investasi besar di sektor
transportasi menjadi kurang optimal dan justru memperkuat ketergantungan
pada kendaraan pribadi.

Ketiadaan infrastruktur pendukung seperti trotoar yang aman, jalur pedestrian yang
rindang, atau layanan konektivitas tahap akhir (last-mile connectivity) seperti sistem
bike-sharing atau shuttle listrik, semakin melemahkan potensi penerapan prinsip TOD.
Tanpa mengurangi kesenjangan antara toleransi jarak berjalan kaki dan jarak aktual ke
titik transportasi, kota berisiko tidak memanfaatkan secara optimal investasi besar
yang telah dikeluarkan untuk pengembangan sistem transportasi umum dan justru
memperkuat ketergantungan pada kendaraan pribadi.
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Bahkanketikatransportasiumumtersediasecarafisik, efisiensiperjalananpadasegmen
awal dan akhir (first mile dan last mile) masih rendah sehingga mengurangi kenyamanan
pengguna. Kurang dari separuh responden menyatakan berjalan kaki untuk mencapai
titik transportasiumum, sementara sebagian besarlainnya masihbergantung pada ojek
daring atau kendaraan pribadi. Pada tahap akhir perjalanan, banyak pengguna yang
tetap menggunakan moda bermotor ketimbang berjalan kaki, sehingga mengurangi
manfaatlingkungan dan efisiensi biaya dari penggunaan transportasi umum.

Perjalanan multimoda biasanya mencakup tiga tahap terpisah, yang menambah
kompleksitas, waktu tempuh, dan biaya perjalanan. Mayoritas responden cenderung
menghindari pola perjalanan seperti ini dan lebih memilih perjalanan dengan satu
moda karena dianggap lebih sederhana dan dapat diprediksi. Tantangan ini semakin
diperparah oleh kondisi infrastruktur pejalan kaki yang kurang memadai, termasuk
keterbatasan trotoar, penyeberangan yang tidak aman, serta minimnya tempat
berteduh, terutamadiwilayahdenganpendudukberpenghasilanrendah dankelompok
masyarakat berisiko tinggi.

Mengatasi kesenjangan ini memerlukan tidak hanya perluasan jangkauan layanan
transportasi, tetapi juga penguatan sistem pengumpan lokal (feeder system),
peningkatan infrastruktur bagi pejalan kaki, serta integrasi yang lebih baik antar moda
untuk memastikan perjalanan yang lebih lancar, aman, dan mudah diakses bagi seluruh
masyarakat Jakarta.

Perbandingan Waktu dan Biaya Perjalanan

Kendaraan pribadi umumnya dianggap lebih cepat dan lebih terjangkau—terutama
ketika pengeluaran harian hanya dihitung berdasarkan biaya bahan bakar. Banyak
penggunaberanggapanbahwa transportasipubliklebihmahalkarenaharus melakukan
perpindahan moda dan sesekalimenggunakan layanan transportasi daring.

Rata-rata, penggunatransportasipublik mengeluarkan sekitarRpl.1juta perbulan, atau
sekitar20,5% dariupah minimum DKl Jakarta. Sebaliknya, pengguna kendaraan pribadi
menghabiskanrata-rataRpl.2 juta perbulan, atau22,2% dariupah minimum.

Namun, perbandingan ini menjadi lebih mencolok jika biaya kepemilikan kendaraan
turutdiperhitungkan.Penggunasepedamotorbiasanyamengeluarkansekitarrata-rata
Rp71ribu perbulan untuk perawatan rutin dan Rp20 ribu untuk pajak tahunan, sehingga
total beban bulanannya mencapai sekitar 23,9% dari upah minimum. Sementara itu,
penggunamobilmenanggungtambahanbiayasekitarRp428ribuperbulanuntuk servis
dan pajak, yang membuat total pengeluaran transportasi mereka mencapai sekitar
30,2% dariupah minimum bulanan.
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Temuan ini menyoroti kesalahpahaman utama: kendaraan pribadi tampak lebih murah
karena biaya hariannya terlihat lebih kecil, padahal beban finansial jangka panjangnya
jauhlebihtinggiketika biaya perawatan dan kewajibanregulasiturut dihitung. Meskipun
demikian, banyak warga tetap bergantung pada kendaraan pribadi, terutama karena
persepsi tentang kecepatan, fleksibilitas, serta keterbatasan akses terhadap
transportasi publik yang andal dan terintegrasi.

Motivasi dan Hambatan dalam Beralih

Faktor pendorong utama bagi masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke
transportasi umum meliputi tarif yang terjangkau, jadwal yang andal, waktu tempuh
yang lebih singkat, kebersihan, dan rasa aman. Namun, banyak responden yang masih
engganberalihkarenalayanantransportasiumumdinilaibelumkonsisten, waktutunggu
yang lama, kurangnya informasi waktu nyata (real-time information), serta ketiadaan
sistem tiket terpadu (integrated ticketing system).

Persepsi terhadap kualitas layanan memberikan gambaran lebih dalam tentang
keraguan ini. Fasilitas transportasi umum umumnya dinilai positif dalam hal
keterjangkauan, kemudahan akses, dan kenyamanan. Namun, aspek kecepatan dan
efisiensi operasional masih dianggap kurang memuaskan. Kondisi trotoar di sekitar
simpul transportasi publik juga dinilai cukup baik, dengan sebagian besar responden
menyatakan bahwa jalur pejalan kaki tidak terhalang dan sudah terpisah darilalu lintas
kendaraanbermotor. Meskidemikian, kekhawatiranmasihmunculterkait pencahayaan,
keamanan pribadi, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Temuan ini menunjukkan bahwa infrastruktur semata bukanlah faktor penghambat
utama. Pengalaman perjalanan secara keseluruhan — mencakup keandalan,
kenyamanan, dan kesinambungan layanan dari titik awal hingga tujuan akhir — memiliki
peran yang jauh lebih penting dalam membentuk perilaku pengguna. Mewujudkan
perjalanan yang terintegrasi dan lancar dari awal hingga akhir menjadi kunci untuk
mendorong perubahan perilaku menuju penggunaan transportasi umum yang lebih
luas.

Implikasi

Keberhasilan kebijakan Kawasan Rendah Emisi (KRE) di Jakarta sangat bergantung
pada sistem mobilitas yang memungkinkan masyarakat beralih menuju moda
transportasi yang lebih bersih dan terintegrasi. Untuk mencapainya, diperlukan upaya
mengurangi ketergantungan pada sepeda motor dan mobil pribadi untuk perjalanan
jarak pendek, memperluas jangkauan transportasi umum yang dapat diakses dengan
berjalan kaki, serta menyederhanakan perjalanan multimoda agar lebih efisien dan
terjangkau.
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Investasi infrastruktur perlu disertai dengan koordinasi kelembagaan yang kuat,
termasuk penyelarasan jadwal layanan, sistem tarif, dan konektivitas antar penyedia
transportasi. Transisi mobilitas yang berkeadilan dan berkelanjutan juga harus
berlandaskan pada realitas kehidupan sehari-hari warga Jakarta, khususnya mereka
yang menghadapi keterbatasan waktu, biaya, dan akses. Tanpa pendekatan yang
berpusatpadapengguna(user-centered approach),janjidarikonsep KRE sebagaijalan
menuju kualitas udara yang lebih baik dan keadilan sosial akan sulit terwujud.

3.3.2 Pengelolaan Sampah dan Praktik Pembakaran Terbuka

Meskipun sektor transportasi merupakan penyumbang utama polusi udara di Jakarta,
pengelolaansampahyangburuk, khususnya praktikpembakaransampahrumahtangga
secara terbuka, tetap menjadi sumber pencemar udara lokal yang terus berlangsung
dan sering diabaikan. Masalah ini terutama terjadi di wilayah dengan akses terbatas
terhadap fasilitas pembuangan sementara (Tempat Penampungan Sementara/TPS), di
mana pembakaran menjadi kebiasaanutama.

‘ ‘ Dalam Survei fase 1, sebanyak 9% responden masih membakar sampah di
halaman rumah, meski praktik ini dilarang. Alasan utamanya adalah kepraktisan,

cepatnya penumpukan sampah, dan ketiadaan TPS. Walau sebagian besar

memahami dampaknya terhadap polusi udara dan mendukung regulasi yang lebih

ketat, kepatuhan tetap rendah karena layanan pengangkutan sampah terbatas

dan minimnya sanksi bagi pelanggar.

Grafik 14. Praktik Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
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Dalam kedua fase survei, para responden menyadari dampak berbahaya dari
pembakaran terbuka terhadap kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan lingkungan.
Namun, kemajuan untuk mengatasi masalah ini masih terbatas karena kebiasaan
perilaku yang sudah mengakar, kesenjangan infrastruktur, dan lemahnya penegakan
aturan.

Data Fase 2 dari kelurahan percontohan penerapan Kawasan Rendah Emisi (KRE)
semakin menegaskan kekhawatiran tersebut. Risiko kesehatan dan potensi kebakaran
muncul sebagai dampak yang paling banyak dikenali dari praktik pembakaran sampah
terbuka, terutama di Kebagusan, Johar Baru, dan Jatinegara Kaum. Namun, meskipun
kesadaran masyarakat terhadap bahaya pembakaran cukup tinggi, akses terhadap
Tempat Penampungan Sementara (TPS) masih sangat terbatas. Hanya 47% responden
yang melaporkan memiliki TPS dalam jarak 500 meter dari rumahnya. Di beberapa
wilayah seperti Kebagusan dan Kebayoran Lama Selatan, sebagian besar warga
menyebutkan tidak ada TPS yang tersedia di sekitar permukiman, sehingga berpotensi
adanya pembakaran sampah sebagai alternatif penindakan sampah rumah tangga.

Sistem pelaporan pembakaran sampah terbuka juga menghadapi kendala serupa.
Walaupun 67% responden menyatakan lebih memilih menggunakan aplikasi seluler
untuk melaporkankejadian pembakaran, saluran pelaporan berbasis komunitas seperti
RT/RW tetap berperan penting—terutama di wilayah dengan kohesi sosial yang kuat
sepertiJatinegara Kaum dan Kebayoran Lama Selatan. Temuan ini menunjukkan bahwa
meskipun akses digital semakin meningkat, mekanisme berbasis komunitas tetap
menjadi elemen kuncidalam penegakan lingkungan di tingkat lokal.

Namun, kedua sistem ini belum sepenuhnya efektif. Banyak warga mengaku tidak
mengetahui ke mana harus melapor atau merasa enggan karena tidak ada tindak lanjut
setelah laporan dibuat. Hambatan tersebut juga dipengaruhi oleh perbedaan sosial
ekonomi. Warga dari kelompok menengah ke atas lebih sering mengeluhkan prosedur
yang rumit dan sistem yang membingungkan, sedangkan kelompok berpendapatan
rendah mengungkapkan kekhawatiran akan potensi konflik dengan tetangga.
Temuan ini menunjukkan perlunya mekanisme pelaporan yang lebih mudah diakses,
disosialisasikan secaraluas, sertamenjamin kerahasiaan dan tindak lanjut yangjelas.

Sementaraitu, praktik pemilahan sampah rumah tangga masih belum konsisten. Hanya
sekitar50%respondenyang melaporkan secararutinmemilah sampah, dengan tingkat
terendah ditemukan di Joglo, Kebagusan, dan Johar Baru. Bahkan di antara mereka
yang sudah memilah, sebagian besar masih bergantung pada petugas kebersihan
untuk pengolahan lanjutan, yang menunjukkan minimnya keterhubungan dengan
sistem pengelolaan sampah di tahap berikutnya. Praktik kompos dan penggunaan
kembali(reuse) mulai diterapkan di beberapa wilayah, tetapi masih terbatas dan belum
menyebarluas.
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Grafik 15. Kebiasaan Pemilahan Sampah
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Sumber: SurveiFase 2 Populix (n=622)

masihtertinggal. Hampirsetengahdarirespondenmenyatakantidakmembuanglimbah
jenisinike fasilitas khusus. Kurangnya kesadaran dan tidak jelasnya lokasi pembuangan
menjadi alasan utama. Bahkan kelompok sosial ekonomi menengah ke atas di wilayah
sepertiPejagalandanJoglomelaporkankebingunganmengenaiprosedurpembuangan
limbah B3, yang menunjukkan bahwa kesenjangan pengetahuan tidak hanya terjadi di
kalangan masyarakat berpendapatanrendah.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa perilaku pengelolaan sampah
bukan semata-mata persoalan tanggung jawab individu. Perilaku tersebut dibentuk
oleh akses terhadap infrastruktur, kejelasan penegakan aturan, dan kondisi sosial
ekonomimasyarakat.

Meningkatkankepatuhanpublikterhadap pengelolaansampahyangbenarmemerlukan
langkah-langkah berikut:

¢ Memperluasjangkauan dan meningkatkan kebersihan serta aksesibilitas TPS.

o Memperkuat komunikasipublik dan alat pelaporan digital.

¢ Menyediakanalternatif pembuanganyangjelas dan mudah diaksesuntuklimbahB3
dankegiatan pengomposan.

¢ Mendukung sistem pasca-pemilahan melalui pusat pengelolaan lokal sepertibank
sampah dan pusat kompos.

Jika tantangan pengelolaan sampah ini tidak segera ditangani, pelaksanaan konsep
Kawasan Rendah Emisi (KRE) akan tetap terhambat. Strategi udara bersih Jakarta harus
mengintegrasikan reformasi sistem pengelolaan sampah, atau berisiko mengabaikan
salah satu sumberutama polusi udara ditingkat lingkungan.
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3.3.3 Akses dan Penggunaan Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau merupakan pilar penting dalam strategi rencana implementasi
Kawasan Rendah Emisi (KRE) di Jakarta. Selain berperan dalam meningkatkan kualitas
udara dan mengurangi panas perkotaan, ruang terbuka hijau juga berfungsi sebagai
infrastruktur penting bagi kesehatan masyarakat, interaksi sosial, dan ketahanan
lingkungan. Namun, akses dan pemanfaatannya masih sangat timpang antar-wilayah.

Ketidakmerataan Akses ke Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Hanya 23% responden yang melaporkan memiliki ruang terbuka hijau di dekat
tempat tinggal mereka, dengan perbedaan yang mencolok antar wilayah. Di Semper
Barat, sebagian besar warga memiliki akses, sementara di Pejagalan, Tegal Alur, dan
Kebagusan, tidak ada satu punrespondenyang melaporkan memiliki akses serupa.

Partisipasi dalam program iklim seperti Program Kampung Iklim (ProKlim) juga
menunjukkan perbedaan signifikan. Sekitar 51% warga di area ProKlim melaporkan
memiliki ruang terbuka hijau di sekitar tempat tinggal mereka, dibandingkan hanya 8%
diwilayah non-ProKlim.

CGrafik 16. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (dalam radius 500 meter)
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Di antara mereka yang memiliki akses, hampir semua responden pernah mengunjungi
ruang terbuka hijau dalam tiga bulan terakhir. Namun, hanya sebagian kecil yang
melaporkan menggunakan ruang tersebut secara konsisten, yang menunjukkan
adanya faktor pembatas lain seperti kenyamanan, rasa aman, atau kurangnya kegiatan
danfasilitas yang menarik.
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Grafik 17. Area yang Perlu Ditingkatkan pada Ruang Terbuka Hijau Lokal
Basis: Responden yang memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) di dekat tempat

tinggal mereka (n=141)

Aspek RTH yang perlu ditingkatkan

Kurangnya partisipasi warga dalam menjaga
RTH

Kurangnya kegiatan atau programyang

62%  melibatkanwarga diRTH 32%
cetapak,dan pancrangan baim meradal B1%  kurang et 28%
Joins st penggunaan it S 50%  samponbersraan 28%
g:ggr?gr)]/:r?erawatan tanaman dan 40% ﬁ;:sﬁsalge RTH sulit atau kurang 10%

Sumber: SurveiFase 2 Populix

Kekhawatiran yang paling umum adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam
pemeliharaan ruang terbuka hijau. Banyak responden juga menyoroti kurangnya
fasilitas pendukung seperti tempat duduk, jalur pejalan kaki, dan pencahayaan, serta
kesulitan untuk mengakses ruang tersebut dengan nyaman, terutama di Kebayoran
Lama Selatan, dimana keterbatasan akses juga teridentifikasi melalui hasil wawancara.

Berkebun di Rumah sebagai Ruang Pelengkap

Bagi banyak warga Jakarta, khususnya yang tinggal di lingkungan padat dan gang
sempit, berkebun dirumah bukanlah pilihan yang praktis. Hampir setengah responden
melaporkan tidak memiliki lahan tanam sama sekali, dengan masalah paling menonjol
di Semper Barat dan Joglo. Bahkan ketika ruang tersedia, area yang dimiliki biasanya
sangat terbatas, hanya berupa jalur sempit atau pot di depan rumah, sehingga
membatasi potensi penghijauanyangideal.

Grafik 18. Ketersediaan Ruang Berkebun

Ketersediaan Ruang untuk Menanam Tanaman

Ya tetapihanya cukup untuk
tanaman kecil atau dalam pot

Ya, cukup untuk menanam

6% Tidak adalahan atauruang
pohon atau tanaman besar ()

50% untuk menanam 44%

Sumber: SurveiPopulix Fase 2

Di antara mereka yang melakukan kegiatan berkebun, aktivitas tersebut sebagian
besar bersifat ornamental atau estetis. Penggunaan fungsional seperti menanam
sayuran atau pohon peneduh masih jarang dilakukan. Hal ini mencerminkan bukan
hanya keterbatasanruang, tetapijuga ketiadaan dukungan atau panduanyang terarah.



UDARABERSIHDIJAKARTA: KESENJANGAN DAN PELUANG
MENUJU PRAKTIKRENDAH EMISI

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun penghijauan di tingkat rumah tangga dapat
menjadi pelengkap yang bermanfaat bagi ruang terbuka hijau publik, inisiatif tersebut
tidak dapat diharapkan berperan besar di wilayah dengan keterbatasan lahan yang
memengaruhi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, program untuk mendorong
kegiatanberkebundirumahperludisesuaikandengankontekslokaldantidakberasumsi
bahwa semuarumah tangga memiliki kapasitas yang sama untuk berpartisipasi.

Implikasi

Keterbatasan akses yang merata terhadap ruang terbuka hijau, baik publik maupun
privat, membatasi kemampuan Jakarta untuk membangun lingkungan perkotaan yang
adildanberkelanjutan. Bagikomunitas yang memilikitingkat paparan polusiudaralebih
tinggi, minimnya ruang hijau memperburuk paparan terhadap polusi dan mengurangi
kesempatan untuk beradaptasi. Karena itu, menutup kesenjangan ini penting agar
manfaat lingkungan dari strategi Kawasan Rendah Emisi (KRE) dapat dirasakan secara
merata diseluruh kota.

3.3.4 Praktik Energi yang Memengaruhi Kualitas Udara Perkotaan

Perilaku penggunaan energi merupakan komponen penting dalam transisi menuju
udara bersih di Jakarta, namun masih kurang mendapat perhatian dalam praktik
sehari-hari. Temuan dari Fase 2 menunjukkan bahwa meskipun kesadaran masyarakat
terhadap efisiensi energi sudah ada, perilaku hemat energi belum tertanam sebagai
kebiasaan, baik di tingkat rumah tangga maupun komunitas. Selain itu, banyak usaha
mikroinformal masih bergantung pada bahanbakaryang mencemariudara, dansecara
signifikan berkontribusi terhadap emisi lokal yang sering kali tidak tercakup dalam
kerangka kebijakan formal.

Penggunaan Listrik di Rumah Tangga

Sebagianbesarrumahtanggadilakartamemilikiberbagaiperalatanelektronik,dengan
kipas angin dan televisi sebagai yang paling umum. Walaupun responden umumnya
memahami pentingnya menghemat listrik, kesadaran tersebut belum selalu tercermin
dalam perilaku yang konsisten. Pendingin udara (AC) dan oven lebih sering dimatikan
ketika tidak digunakan, kemungkinan karena dianggap mengkonsumsi listrik lebih
banyak. Sebaliknya, perangkat yang lebih sering digunakan seperti kipas dan televisi
sering kali dibiarkan menyala tanpa alasanyangjelas.

Data survei menunjukkan bahwa lebih dari 85% responden mengaku selalu mematikan
pendingin udara ketika tidak digunakan, tetapi hanya sekitar tiga perempat yang
melakukan halyang samaterhadap televisidankipas. Sebagianresponden, sekitar12%
hingga 14%, bahkan mengakui tidak pernah mematikannya, meskipun sedang tidak
dipakai.
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Pola ini menggambarkan penerapan perilaku hemat energi yang selektif. Masyarakat
cenderungbertindak ketika dampak terhadap tagihanlistrik dianggap signifikan, tetapi
sering mengabaikan tindakan-tindakan kecil yang jika dilakukan secara luas dapat
memberikan manfaat besar bagi lingkungan. Kampanye publik sebaiknya tidak hanya
berfokus pada infrastruktur besar atau pembaruan teknologi, tetapi juga memperkuat
kebiasaan sederhanayangdilakukansetiap hari. Tindakan kecildankonsisten sepertiini
berpotensi menghasilkan dampak besar apabila diterapkan secara kolektif di seluruh
kota.

Perilaku Pembelian yang Efisien Energi

Meskipun kesadaran terhadap keberlanjutan semakin meningkat, sebagian besar
konsumen masih memprioritaskan daya tahan dan harga saat membeli perangkat
elektronik rumah tangga. Faktor efisiensi energi dan label ramah lingkungan (eco-
label) seringkali diabaikan. Hanya sebagian kecil, sekitar 6%, yang menyatakan selalu
mempertimbangkan fitur hemat energi ketika membeli barang elektronik. Sebaliknya,
lebih dari sepertiga responden mengaku tidak pernah mempertimbangkan faktor
tersebut sama sekali.

Namun, terdapat potensi perubahan perilaku yang belum sepenuhnya tergali. Ketika
ditanya apakah mereka bersedia membeli peralatan hemat energi meskipun harganya
sedikit lebih mahal, 60% responden menjawab “ya” dan 35% menjawab “mungkin”.
Akan tetapi, keterbukaan ini tidak merata di seluruh kelompok pendapatan. Di antara
kelompok berpenghasilan tinggi, hampir semua menyatakan kesediaan tersebut,
sementarapadakelompokberpendapatanrendah, kurangdarisatudaritigaresponden
menunjukkan minat yang sama.

Perbedaan ini menyoroti dua tantangan utama. Pertama, rendahnya visibilitas dan
persepsi pentingnya efisiensi energi dalam keputusan pembelian. Kedua, adanya
hambatan keterjangkauan yang membuat konsumsi berkelanjutan sulit diakses
oleh rumah tangga berpendapatan rendah. Untuk mengatasi keduanya, diperlukan
pendekatan ganda: kampanye komunikasi untuk meningkatkan nilai penting pilihan
hemat energi, serta mekanisme keuangan seperti subsidi, potongan harga (rebate),
atau skema cicilanyang dapat menurunkan biaya awal pembelian.

Penggunaan Arang dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bidang
Kuliner

Salah satu temuan yang paling mengkhawatirkan berkaitan dengan penggunaan arang
secara luas oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor kuliner.
Hampirseluruhresponden dalamkategoriinimasih menggunakan arang sebagaibahan
bakar utama untuk memasak. Praktik ini paling banyak ditemukan di wilayah padat
sepertiJoharBaru dan Jatinegara Kaum, di mana kegiatan memasak sering dilakukan di
ruang semi-terbuka atau tanpa ventilasiyang memadai.
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Grafik 19. Jenis Bahan Bakar yang Digunakan UMKM Bidang Kuliner
Basis: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bidang Kuliner (n=75)

Jenis Bahan Bakar

Arang

Kayu bakar

96%  Minyaktanah 29%

31% LPG (Elpiji) 7%

Sumber: SurveiFase 2 Populix

Pilihan penggunaan arang terutama didorong oleh faktor biaya. Arang lebih murah
dibandingkan LPG (Liquefied Petroleum Gas) dan memberikan panas yang stabil untuk
waktu memasak yang lama. Bagi pedagang kecil yang beroperasi dengan margin
keuntungan tipis, penggunaan arang memungkinkan mereka tetap bertahan secara
ekonomi. Logika berbasis biayaini tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha kuliner, tetapi
jugabagiindustrirumahaninformal sepertiprodusentempe dantahu, yangjugasangat
bergantung pada arang dengan alasan serupa.

Meskipun jelas berkontribusi terhadap polusi udara di tingkat lokal, jenis usaha seperti
ini jarang tercakup dalam kebijakan pengendalian emisi. Kegiatan operasional mereka
berada di luar jangkauan regulasi formal, meskipun berlokasi di wilayah yang menjadi
sasaran penerapan program Kawasan Rendah Emisi (KRE). Kondisi ini menciptakan
kesenjangan penting dalam strategi udara bersih Jakarta. Tanpa pengakuan dan
penanganan terhadap sumber emisi dari sektor informal, upaya pengendalian polusi
akan tetap tidak menyeluruh dan tidak merata.

Hasil survei menunjukkan bahwa pelaku UMKM kuliner memiliki pandangan yang
terbelah terkait kemungkinan regulasi pembatasan bahan bakar berasap tinggi.
Sedikit lebih dari separuh (56%) menyatakan setuju atau cenderung setuju, sementara
hampir separuh lainnya masih menolak atau belum memutuskan. Sikap yang terbagiini
menunjukkan bahwa penerimaan terhadap kebijakan semacam itu belum menyeluruh
dan mencerminkan kekhawatiran yang tersisa terkait kelayakan ekonomi dan
dampaknya terhadap mata pencaharian.
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Grafik 20. Respons UMKM Kuliner Terhadap Regulasi Bahan Bakar Asap
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Sumber: SurveiFase 2 Populix (n=622)

Dalam hal adaptasi, strategi yang paling disukai meliputi penggunaan teknologi
pengurang asap seperti filter, serta beralih ke bahan bakar yang lebih bersih seperti
gas atau listrik. Namun, sebagian responden, sekitar 14%, menyatakan tidak akan
melakukan perubahan sama sekali dan akan tetap menggunakan bahan bakar lama,
apapunregulasinya.

Temuaninimenegaskan perlunya pendekatanyanglebih terarah, mencakup sosialisasi
langsung, dukungan finansial, serta penyediaan alternatif praktis yang sesuai dengan
realitas ekonomipara pelaku usahakecil.

Implikasi

Temuan pada bagian ini menegaskan bahwa praktik penggunaan energi di tingkat
rumah tanggamaupunusahakecilmemilikipengaruhlangsung terhadap kualitas udara
Jakarta. Perubahan perilaku energi tidak dapat dicapai hanya melalui peningkatan
kesadaran, tetapi memerlukan dukungan sistemik yang mempertimbangkan kondisi
ekonomi dan struktural masyarakat. Tanpa intervensi yang inklusif, transisi menuju
energibersih akan berjalanlambat dan tidak merata.

Beberapalangkah penting yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

e Integrasi kebiasaan hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku
hemat energi harus menjadi bagian dari rutinitas masyarakat, bukan sekadar
perubahan sementara.
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e Dukungan finansial bagi rumah tangga dan usaha kecil. Insentif ekonomi
diperlukan agar peralatan dan bahan bakar bersih dapat dijangkau oleh
kelompok berpendapatanrendah serta pelaku usaha mikro.

o Pengakuan terhadap emisi sektor informal. Sumber polusi dari sektor seperti
pedagang kakilima dan industrirumahan perlu dimasukkan secara eksplisit ke
dalam strategiudara bersih kota.

o Kebijakan berbasis realitas ekonomi. Pemerintah perlu merancang intervensi
yang adil dan realistis dengan mempertimbangkan alasan ekonomi di balik
pilihan bahan bakar masyarakat.

Secara keseluruhan, pencapaian target udara bersih Jakarta tidak dapat bergantung
hanya pada pengendalian emisi dari transportasi dan pengelolaan sampah. Pilihan
energiyang diambil warga setiap hari, baik dirumah maupun ditempat usaha, memiliki
dampak yang nyata dan berkelanjutan terhadap kualitas udara di tingkat lingkungan.
Menangani aspek ini secara serius merupakan langkah penting untuk mewujudkan
strategiudarabersih yang menyeluruh, adil, danberkelanjutan bagi seluruh warga kota.

3.4 Saluran Komunikasi dan Influencer Lokal

Komunikasi yang efektif sangat penting untuk membangun pemahaman publik,
meningkatkan penerimaan, serta mendorong perubahan perilaku dalam mendukung
inisiatif kualitas udara seperti Kawasan Rendah Emisi (KRE). Temuan dari Survei Fase
2 menunjukkan bahwa keberhasilan strategi komunikasi tidak hanya bergantung
pada isi pesan, tetapi juga pada cara pesan tersebut disampaikan, siapa yang
menyampaikannya, dan sejauh mana pesanitu sesuai dengan dinamika sosial ditingkat
lokal.
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Grafik 21. Sumber Informasi yang Diutamakan di Lingkungan Sekitar

Preferensi Mendapatkan Informasi di

Sekitar Tempat Tinggal
Allrespondents (n=622) Generasi
Pertemuan warga atau 64% Gen-Z(n=140) Millennials (n=200) Gen-X & Boomers (n=282)
musyawarah langsung e 55% 64% 68%
Informasi melalui grup 58% Gen-Z(n=140) Millennials (n=200) Gen-X & Boomers (n=282)
WhatsAppwarga 8 59% 61% 56%
Informasi melalui acara sosial atau o Gen-Z(n=140) Millennials (n=200) Gen-X & Boomers (n=282)
kegiatanwarga (penga{'i)e;rlw(,tli(gﬂa; e 53% 59% 54%
Pengumuman melalui pengeras e Gen-Z(n=140) Millennials (n=200) Gen-X & Boomers (n=282)
suara masjid/mushola e 58% 42% 44%
Pa panpengumuman di 43% Gen-Z(n=140) Millennials (n=200) Gen-X & Boomers (n=282)
lingkungan RT/RW & 46% 45% 40%
Kunjungan langsung ke _ Gen-Z(n=140) Millennials (n=200) Gen-X & Boomers (n1=282)
2%
rumah 32% 21% 35% 36%
Selebaran atau brosuryang 32% Gen-Z(n=140) Millennials (n=200) Gen-X & Boomers (n=282)
dibagikan ke rumah warga e 31% 24% 38%
Poster atau spanduk di 15% Gen-Z (n=140) Millennials (n=200) Gen-X &Boomers (n=282)
lingkungan sekitar J 15% 12% 17%
Media sosial warga 1% Gen-Z(n=140) Millennials (n=200) Gen-X & Boomers (n=282)
(Facebook group,TeIegrgri?j e 1% 2% 2%

Sumber: SurveiFase 2 Populix (n=622)

Di10 wilayah penelitian, komunikasi tatap muka secara konsisten menempati peringkat
tertinggi sebagai saluran paling disukai untuk menerima informasi lingkungan, dipilih
oleh 64% responden. Bentuk komunikasi ini sangat dominan di wilayah Pejagalan
(T00%), Joglo (95%), dan Semper Barat (84%), di mana ikatan sosial antarwarga dan
struktur kepemimpinan lokal masih menjadi pusat pertukaran informasi sehari-hari.

Grup WhatsApp (58%) serta kegiatan keagamaan dan komunitas (55%) juga menjadi
saluran populer,yang menunjukkan pentingnya bentuk komunikasiyang bersifat akrab,
berbasis hubungan sosial, dan berlangsung secararutin.

Sementara itu, saluran digital seperti media sosial atau poster, meskipun sering
digunakanuntukmencariberita, mnenempatiperingkatterendah dalamhalkepercayaan
dan preferensi sebagai sumber informasi lingkungan. Hanya 1% responden yang
menyatakan lebih suka menerima pembaruan lingkungan melalui grup Facebook
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atau kanal Telegram. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun platform digital semakin
meluas, mediatersebut belum dianggap efektif untuk komunikasiperubahan perilaku
di tingkat komunitas.

Dalam hal figur yang berpengaruh, ketua RT/RW merupakan sosok yang paling banyak
didengarkan (96%), dan tiga dari empat responden (76%) menyebut mereka sebagai
pihak yang paling aktif dalam mempromosikan isu lingkungan. Tokoh agama juga
sering disebut (50%), tetapi hanya 5% yang menilai mereka benar-benar aktif dalam
advokasi lingkungan, menunjukkan adanya kesenjangan antara tingkat visibilitas dan
kepemimpinandalamisuini.

Tokoh adat dan pemuka masyarakat lokal juga memiliki pengaruh signifikan di wilayah
tertentu, terutamadiareayangmasihmemegangkuat nilai-nilaiadat (hukumdannorma
tradisional diIndonesia) atau struktur sosial komunal yang telah lama terbentuk.

Grafik 22. Tokoh-tokoh Terpercaya di Tingkat Lingkungan
Basis: Semua responden (n=622)

. Figur yang Didengarkan

Figur yang Dianggap Paling Aktif
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Pemukaagama Tokoh adat/tradisional Ketua komunitas Aktivis lingkungan atau Akademisi (guru/
(ustadz, pastor, (misal sesepuh betawi, lokal sosial dosen)

pendeta, dil) dil.)

Sumber: SurveiFase 2 Populix

Organisasi komunitas memainkan peran pelengkap dalam mendukung komunikasi
publik. Kelompok seperti PKK, Karang Taruna, dan forum komunitas berbasis RT/RW
disebutaktifdibeberapakelurahan,meskipuntingkatvisibilitasnyabervariasi.Misalnya,
PKK sangat terlihat aktif di Bambu Apus (93%), tetapi hampir tidak ada di Kebagusan
dan JoharBaru, yang menunjukkan ketimpangan dalam infrastruktur komunitas.
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Sementara itu, organisasi yang berfokus pada pengelolaan sampah seperti bank
sampah atau kelompok aksi bersih lingkungan lebih banyak ditemukan di Jatinegara

Kaum, Kebagusan, dan Kebon Kosong, yang berpotensi menjadi titik masuk yang
efektif untuk sosialisasi Kawasan Rendah Emisi (KRE) di tingkat lokal.

Temuan ini menyoroti beberapa poin penting bagi strategi komunikasi dalam rencana
implementasi KRE:

o Kepercayaanbersifatlokal:Pesanyangdisampaikanmelaluiaktorinterpersonal
dan figur yang dikenal masyarakat, seperti ketua RT/RW atau admin grup
WhatsApp, lebih mungkin diterima, dipahami, dan ditindaklanjuti.

o Konteks sangat penting: Pendekatan komunikasi harus disesuaikan dengan
karakteristik lokal. Apa yang berhasil di Semper Barat atau Joglo belum tentu
efektif diKebagusan atau JoharBaru.

o Tidak semua figur yang terlihat aktif adalah penggerak: Misalnya, tingginya
visibilitas tokoh agama tidak menjamin partisipasi masyarakat, kecuali jika
mereka terlibat secaralangsung dalam kegiatan atau pesan lingkungan.

Untuk mendorong partisipasi dan memastikan pemerataan, strategi komunikasi KRE
perlu memprioritaskan mekanisme penyampaian di tingkat lokal, memanfaatkan figur
yang dipercaya secara sosial, serta mengakui keragaman ekosistem komunikasi di
berbagailingkungan Jakarta.
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BAB IV

Rekomendasi

Untuk mendukung transisi yang lebih inklusif dan berkeadilan menuju udara yang
lebih bersih di Jakarta, upaya kebijakan perlu melampaui instrumen regulasi yang
terfragmentasi dan sektoral. Pendekatan tersebut harus berlandaskan pada
pemahaman sistemik tentang bagaimana masyarakat memandang, beradaptasi, serta
dibatasiolehtantangan lingkungan.

Berdasarkan temuan dari Fase 1 (Survei Persepsi) dan Fase 2 (Studi Dampak
Distribusional), bagian ini menguraikan arah strategis yang didasarkan pada konsep
implementasi Kawasan Rendah Emisi (KRE), yang berfungsi sebagai pendekatan
holistik dan berpusat pada komunitas, dengan penekanan pada keterlibatan lokal,
tanggungjawab bersama, dan dukungan struktural.

Kerangka ini menggunakan model pengetahuan, sikap, dan praktik (KAP), yang
diperkuat oleh dimensi penerimaan kebijakan publik integratif (IPAC), untuk memandu
tiga bidang utama perubahan: advokasi, pengembangan kapasitas, dan penyesuaian
kebijakan.Ketigakomponeninibersama-samamemberikanpetajalanuntukmengubah
kesadaranyangterfragmentasimenjadiperubahan perilaku kolektif danberkelanjutan,

terutama di komunitas yang selamaini kurang terlayanioleh intervensilingkungan.
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Gambar 4. Rekomendasi Menggunakan Kerangka KAP (Knowledge, Attitude, Practice)

KNOWLEDGE

Pada kedua fase penelitian, sebagian
besar responden menyadari bahwa
polusi udara merupakan isu serius di
erkotaan, dengan emisi kendaraan
ermotor dan pembakaran sampah
terbuka diidentifikasi sebagaipenyebab
utama.

Namun, emahaman mengenai
mekanisme kebijakan seperti Kawasan
Rendah Emisi (KRE) dan Pengendalian
Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE)
masih terbatas, terutama di wilayah non-
ProKlim.

Temuan dari Fase 2 menunjukkan
bahwa warga ProKlim memiliki literasi
lingkungan yang lebih tinggi dan mampu
mengenali sumber polusi lokal (seperti
pedagang kaki lima dan asap rokok

ATTITUDE

Sebagianbesarrespondenmenunjukkan
kekhawatiran tinggi terhadap polusi
udara, tetapi menilai bahwa tindakan
individu memiliki dampak yang terbatas
dibandingkan dengan tanggung jawab
pemerintah atau sektor industri.

Penerimaan publik terhadap kebijakan
KRE dan PL2SE bervariasi. Banyak yang
setuju dengan tujuannya, namun masih
muncul keraguan mengenai keadilan
dan penerapan kebijakan, terutama
di kalangan pekerja informal dan
berpenghasilanrendah.

Warga di wilayah ProKlim
memperlihatkan tingkat kepercayaan
?/ang lebih tinggi terhadap inisiatif
ingkungan berbasis komunitas,
serta motivasi yang lebih kuat ketika

PRACTICE

Penerapan praktik udara bersih, seperti
penggunaan masker atau mengurangi
aktivitas luar ruang saat polusi tinggi,
mash tidak konsisten dan bersifat
reaktif.

Penggunaan transportasi umum
masih rendah, dengan sepeda motor
tetap menjadi moda utama terutama
di kalangan laki-laki dan kelompok
berpenghasilan menengah ke bawah.

Praktik udara bersih seperti pemilahan
sampah dan pengomposan lebih umum
ditemukan di wilayah ProKlim, tetapi
mash terbatas diarea non-ProKlim.

Faktor biaya terus menjadi hambatan
utama untuk mengadopsi bahan bakar
dan peralatan yang lebih bersih dan

peningkatan kualitas udara dikaitkan
dengan manfaat langsung seperti
kesehatan dan keamanan lingkungan
tempat tinggal.

di jalanan permukiman) dibandingkan

e S TR efisien, terutama dikalangan UMKM.

ADVOKASI

PENGEMBANGAN KAPASITA

Advocacy for Knowledge: Prioritaskan wilayah non-ProKlim untuk edukasi lingkungan

Sesuaikan pesan tentang polusi udara dengan risiko kesehatan sehari-hari S g Pe PR el

(misalnya asap kendaraan, asap dapur, kelelahan pada pekerja luar ruang). Bangun forum lokal seperti RT/RW, PKK, dan Karang Taruna

untuk menciptakan praktik adaptif bagi kelompok rentan
Replikasi model edukasi lingkungan di wilayah non-ProKlim melalui forum seperti pedagang kakilima dan pengemudi ojek.
berbasis RT/RW dan pendekatan berbasis keluarga (misalnya melalui PKK).

Bekali para kader lokal dan fasilitator ProKlim sebagai
Normalisasi perilaku bersih dengan menyoroti dampak nyata dari tindakan penyampaiinformasi dan motivator utama dalam kampanye
individu (misalnya pemilahan sampah, memilih transportasi tanpa emisi).
Dukung UMKM dalam transisi ke bahan bakar yang lebih
bersih melalui pelatihan praktis tentang alternatif bahan
bakar dan teknologi pengurangan asap

Visualisasikan paparan polusi harian melalui alat komunikasiinteraktif (misalnya
infografik tentang sumber polusi di setiap kelurahan).

Advocacy for Attitude:

Prioritaskan wilayah non-ProKlim untuk edukasi lingkungan danprogram
perubahan perilaku

KEBIJAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Perjelas mekanisme penegakan ditingkat komunitas, agar
warga memahami penerapan aturan KRE di lingkungan
mereka.

Bangun forum lokal seperti RT/RW, PKK, dan Karang Taruna untuk menciptakan
praktik adaptif bagi kelompok rentan seperti pedagang kaki lima dan
pengemudiojek.

Bekali para kader lokal dan fasilitator ProKlim sebagai penyampai informasi . ‘ _
dan motivator utama dalam kampanye udara bersih. Sertakan alternatif transportasi yang terjangkau dan layak
dalam rencana implementasi KRE, terutama di wilayah
kurang terlayani. Protect vulnerable groups through targeted

Dukung UMKM dalam transisi ke bahan bakar yang lebih bersih melalui : TOo € !
exemptions, subsidies, or phased implementation.

pelatihan praktis tentang alternatif bahan bakar dan teknologi pengurangan
asap.
Berikan perlindungan bagi kelompok rentan melalui subsidi,
insentif, atau pengecualian bertahap agar kebijakan tetap
adil.

Kurangi polusi dari sumber informal dengan pendekatan
insentif dan penyediaan bahan bakaryang lebih bersih.

Hambatan Eksternal Kampanye yang dapat dipilih:
. Pekerja informal yang mengandalkan kendaraan lama menghadapi kesulitan D Instagram untuk GenerasiZ . Portal berita daring untuk
besar, terutama di area yang belum memiliki transportasi terjangkau atau dan Milenial profesional

dukungan kebijakanyang memadai.
. Grup WhatsApp komunitas . Saluran RT/RW diwilayah

. Akses terhadap pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, dan peralatan hemat diwilayah padat penduduk ProKlim
energi masih tidak merata di seluruh kota, sehingga membatasi kemampuan
warga untuk menerapkan praktik ramah lingkungan. . Televisiuntuk GenerasiX . Media luarruang diarea
danBoomer denganlalulintas tinggi.

. Biaya tinggi dan keterbatasan akses terhadap peralatan hemat energi
menghambat rumah tangga berpenghasilan rendah dan UMKM untuk beralih ke
praktik yang lebih hijau.
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4.1 Pengetahuan

Kesadaran akan polusi udara sebagai masalah serius di perkotaan sudah meluas
di seluruh Jakarta. Sebagian besar responden dari kedua fase penelitian mampu
mengidentifikasi sumber utama polusi seperti emisi kendaraan bermotor dan
pembakaran sampah terbuka.

Namun, temuan Fase 2 menunjukkan bahwa pengenalan terhadap sumber polusi
lokal seperti pedagang makanan yang menggunakan arang atau asap rokok di gang-
gang permukiman jauh lebih umum di wilayah yang mengikuti Program Kampung Iklim
(ProKlim). Hal ini menunjukkan bahwa kedekatan dengan program lingkungan sangat
memengaruhi cara masyarakat mendefinisikan dan memahami polusiudara.

Di wilayah non-ProKlim, pengetahuan cenderung bersifat umum dan tidak terhubung
dengan tindakan praktis. Warga mungkin sadar akan polusi, tetapi tidak memiliki
informasi yang dapat ditindaklanjuti atau forum komunitas yang membantu memaknai
persoalan tersebut dalam konteks kehidupan mereka.

Dengan demikian, peningkatan pengetahuan tidak hanya berarti memperluas akses
informasi, tetapi juga mengintegrasikan narasi kualitas udara ke dalam konteks lokal
yang mencerminkanrealitas keseharian masyarakat ditiap lingkungan.

4.2 Sikap

Sikap terhadap upaya udara bersih umumnya positif, namun bervariasi dalam hal
kedalaman dan konsistensi. Responden di wilayah ProKlim menunjukkan keterkaitan
yang lebih kuat antara kepedulian lingkungan dengan rasa tanggung jawab bersama.
Hal ini kemungkinan berasal dari keterlibatan berkelanjutan melalui inisiatif lokal yang
menempatkan udara bersih sebagai nilai komunal dan praktik rutin, bukan beban
individu.

Sebaliknya, sikap di wilayah non-ProKlim sering kali mencerminkan rasa keterasingan
atau skeptisisme. Kerentanan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap pilihan
alternatif mendorong keraguan terhadap kelayakan upaya udara bersih. Banyak yang
tidak menolak tujuannya, tetapi sulit melihat bagaimana target tersebut dapat dicapai
dalam kondisi mereka saat ini.

Untukmengatasihalini,diperlukanpendekatankomunikasiemosionalyangmengaitkan
udara bersih dengan kesehatan, kesejahteraan keluarga, dan kebanggaan lingkungan
tempat tinggal, sehingga sikap masyarakat dapat bergeser dari sekadar persetujuan
pasif menjadikepedulianyangrelevansecara pribadi.
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4.3 Praktik

Perubahan perilaku tetap menjadi rantai paling rapuh dalam transisi menuju udara
bersih. Bahkan di antara mereka yang sudah sadar dan mendukung, praktik seperti
menggunakanmaskersaatpolusitinggiataumengurangiaktivitasluarruangcenderung
bersifat situasional, bukan kebiasaan tetap.

Penggunaan sepeda motor sebagai moda transportasi utama tetap tinggi di semua
kelompok pendapatan, sementara transportasi umum masih kurang dimanfaatkan,
terutama diwilayah pinggiran yang kurang terlayani.

Temuan Fase 2 menunjukkan bahwa warga di wilayah ProKlim lebih mungkin
menerapkanberbagaipraktikudarabersihsecarabersamaan — sepertipengomposan,
penghematanenergi, danpemilahansampahyangbenar. Perilakuinitidak hanya dipicu
oleh kesadaran, tetapi juga oleh adanya dukungan program, tekanan komunitas, dan
akses infrastruktur.

Sebaliknya, di wilayah non-ProKlim, ketiadaan faktor pendukung membuat perilaku
ramah lingkungan sering dianggap mabhal, tidak praktis, atau sulit diterapkan. Untuk
menjembatani kesenjangan ini, praktik udara bersih perlu dibuat lebih mudah, lebih
murah, dan lebih terlihat dalam kehidupan sehari-hari.
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4.4 Langkah Aksi

Untuk menjembatani kesenjangan antara kesadaran dan tindakan, penelitian ini

merekomendasikan tiga strategi terpadu: advokasi, pengembangan kapasitas, dan

kebijakan & penegakan hukum:

e Advokasi

Upaya advokasiharus beralih daripesan abstrak menuju pesanyang
mencerminkanrisiko nyata dari kualitas udara yang buruk. Dampak kesehatan
sepertiasma pada anak-anak, kelelahan pada pekerjaluarruang, atau gangguan
tidur adalah jangkaryang kuat untuk membangun pesanyangrelevan.

Cerita dari figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari — seperti pengemudi
ojek, anggota PKK, atau tokoh masyarakat setempat — dapat membantu
memanusiakan isu udara bersih sebagai sesuatu yang mendesak dan relevan,
bukanisuyangjauh atau elitis.

Sama pentingnya adalah mengubah persepsi bahwa perilaku ramah lingkungan
adalah pengorbanan pribadi, menjadi bagian dari norma komunitas. Kampanye
sebaiknya menormalkan praktik seperti memilah sampah atau berjalan kaki
jarak pendek dengan mengaitkannya pada nilai kepedulian, kebanggaan, dan
tanggungjawab sosial.

Alat bantu visual seperti infografis berbasis lingkungan sekitar dapat membantu
masyarakat mengenali sumber polusi di sekitarnya dan memahami peran mereka
dalam menguranginya. Advokasi harus memprioritaskan wilayah non-ProKlim, di
mana tingkat skeptisisme dan keterasingan masih tinggi.

e Peningkatan Kapasitas

Pengembangan kapasitas harus dimulai dengan mengakui infrastruktur sosial
yang sudah ada di masyarakat. Forum seperti RT/RW, PKK, dan Karang Taruna
adalahruangterpercayauntuk berdialog dan membangun perilaku baru.

Memperkuat platform ini akan membantu tindakan udara bersih dipimpin oleh
komunitas dan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Fasilitator ProKlim,
relawanbank sampah, dan pemimpininformalkomunitas dapat berperan sebagai
penyampaipesanyang konsisten dan kredibel.

Untuk kelompok yang paling terdampak polusi, seperti pedagang kaki lima atau
UMKM, pengembangan kapasitas harus mencakup dukungan langsung untuk
beralih ke praktik yang lebih bersih, termasuk pelatihan langsung, penyediaan
alternatif yang terjangkau, dan akses terhadap teknologiyang lebih aman.



UDARABERSIHDIJAKARTA: KESENJANGAN DAN PELUANG
MENUJU PRAKTIKRENDAH EMISI

Tanpa dukungan tersebut, tindakan udara bersih akan tetap tidak dapat diakses
oleh komunitas yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, membekali aktor
lokal dengan alat, kepercayaan, dan dukungan teknis sangat penting untuk
memperluas penerapan prinsip Kawasan Rendah Emisi (KRE) secara adil dan
berbasis kebutuhan nyata.

Kebijakan dan Penegakan Hukum

Temuan Fase 2 menunjukkan bahwa banyak warga masih belum memahami
bagaimana kebijakan kualitas udara diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan
apayangmenjaditanggungjawab mereka. Ketidakjelasaniniterutamaditemukan
di wilayah non-ProKlim, di mana akses terhadap saluran komunikasi formal dan
tata kelolalingkungan masih terbatas.

Tanpa penjelasan yang jelas mengenai aturan, jadwal, atau sanksi, penegakan
kebijakan berisiko dianggap sewenang-wenang atau tidak adil. Karena itu,
kejelasan dan konsistensi pesan menjadi penting agar kebijakan dipahami dan
dianggap sah oleh masyarakat.

Penegakan hukum juga harus diiringi dengan alternatif yang layak. Kemampuan
masyarakat untuk mematuhi standar udara bersih sangat dipengaruhi oleh
ketersediaan infrastruktur seperti transportasi umum yang terjangkau, titik
pembuangan sampah yang mudah diakses, dan ruang terbuka hijau yang
fungsional.

Tanpa faktor pendukung tersebut, penegakan hukum semata tidak akan
mendorong kepatuhan. Hal ini terutama penting di kawasan pinggiran seperti
Tegal Alur, Pejagalan, dan Kebagusan, di mana warga sering kali tidak memiliki
pilihanrealistis untuk mengurangi emisi atau mengubah pola mobilitas.
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BABV

Kesimpulan

Upaya Jakarta untuk meningkatkan kualitas udara melalui konsep Kawasan Rendah
Emisi(KRE)menandaipergeseranpentingmenujuagendalingkunganyanglebihholistik
dan inklusif. Konsep ini melampaui pendekatan regulasi top-down tradisional dengan
mengakui bahwa udara bersih bukan hanyaisu teknis atau hukum, tetapijuga persoalan
sosial danstrukturalyang mendalam. Hal inimembutuhkan perhatian terhadap perilaku
sehari-hari, infrastruktur komunitas, serta pengalaman hidup masyarakat yang paling
terdampak oleh polusiudara.

Temuan dari dua fase penelitian menunjukkan bahwa kekhawatiran publik terhadap
polusiudara sangat tinggi diberbagai kelompok demografis. Banyak warga mengenali
emisikendaraan,pembakaransampahterbuka, danaktivitasindustrisebagaipenyebab
utamaburuknyakualitasudara.Namun,kesadaraninitidakselaludiikutidengantindakan
pencegahan yang konsisten. Hal ini terutama terlihat pada kelompok yang berisiko
tinggi terhadap dampak polusi udara, seperti lansia, penyandang disabilitas, pekerja
luarruang, danwargadiwilayah berpenghasilanrendah, yang kemampuan adaptasinya
sering kali dibatasi oleh kendala sistemik — seperti keterbatasan transportasi umum
yang andal, akses minim ke tempat pembuangan sampah, serta ketiadaan ruang
terbuka hijauyang aman.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa pemahaman masyarakat terhadap intervensi
pemerintah masih parsial. Meskipun banyak responden mengetahui adanya kebijakan
seperti Kawasan Rendah Emisi (KRE), Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik
(PL2SE), atau pembatasan usia kendaraan, hanya sedikit yang dapat menjelaskan
bagaimanakebijakantersebut dijalankan atau apatanggungjawab yang menyertainya.
Kesalahpahaman umum dan istilah teknis yang sulit dipahami membuat partisipasi
masyarakat menjadi lemah dan meningkatkan risiko bahwa kebijakan udara bersih
dianggap sewenang-wenang atau sulit dijangkau.

Perubahan perilaku juga sangat dipengaruhi oleh kondisi struktural sehari-hari. Banyak
warga bergantung pada sepeda motor atau kendaraan lama bukan karena pilihan,
melainkan karena keterbatasan transportasi umum, biaya, dan infrastruktur bagi
pejalan kaki. Praktik seperti pemilahan sampah dan penghematan energi diterapkan
secara tidak konsisten, terutama karena kurangnya dukungan infrastruktur atau tindak
lanjut ditingkat komunitas. Tantangannya bukan padakurangnya kemauan, tetapipada
kurangnya kondisi pendukung yang membuat praktik udara bersih menjadi nyata dan
berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.
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Komunikasi dan kepemimpinan lokal muncul sebagai faktor kunci yang menentukan
keberhasilan atau kegagalan penyampaian pesan udara bersih. Figur lingkungan
sekitar yang dipercaya — seperti ketua RT/RW, kelompok komunitas seperti PKK atau
Karang Taruna, serta jejaring WhatsApp lokal — memainkan peran penting dalam
menentukan bagaimana informasi diterima, dipercaya, dan ditindaklanjuti. Di banyak
wilayah, terutama di daerah dengan jangkauan komunikasi formal yang terbatas,
saluran interpersonal ini menjadi tulang punggung partisipasi lingkungan. Namun,
kapasitas mereka sangat bervariasi dan memerlukan dukungan strategis agar dapat
bekerja secara konsisten dan menjangkau lebihluas.

Secara ringkas, transisi menuju udara bersih di Jakarta harus berpijak pada realitas
kehidupan sehari-hari warganya. Konsep Kawasan Rendah Emisi (KRE) memiliki
potensi besar, tetapi keberhasilannya hanya akan tercapai jika dilaksanakan dengan

pemahaman mendalam terhadap keterbatasan sosial, ketimpangan infrastruktur, dan
dinamika kepercayaan ditingkat lokal.
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